ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT
PERIODE TAHUN 2017-2021

SKRIPSI

Oleh :

ELSI WIRA ELFITA
1805906030004

, @N
&7 LIS e
7 (\\\’\’}%7/)) A2

Y | S

2> [UNIVERSITAS TEUKU UNAR]-<

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2022



ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT
PERIODE TAHUN 2017-2021

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH:

ELSI WIRA ELFITA
1805906030004

. @R
77
§ (\\\\’1”///))

.._::‘:‘ Q ; ’.:9

> [UNIVERSITAS TEUKU UNAR<

-
.

L
% ®
.
..
.

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2022



Scanned by TapScanner




Scanned by TapScanner




PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Elsi Wira Elfita
NIM : 1805906030004

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa didalam skripsi adalah hasil karya
saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi,
tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya
sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan.
Sepanjang pengetahuan saya juga tidak mendapat reproduksi karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah
karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian
yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk
dibatalkan sebagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya. Demikian surat
pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan

seperlunya.

Meulaboh, 14 November 2022
Yang Menyatakan

Elsi Wira Elfita
NIM: 1805906030004




PERSEMBAHAN

Katakanlah (Muhammad), “Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) Ralimat-
Ralimat Tuhanky, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai (penulisan) Ralimat-kalimat
Tuhanku, meskipun Kami datangRan tambahan sebanyak itu (pula).” (QS Al-Rahf ayat 109)

Alhamdulillah
Dengan ridha-Mu Ya Allah
Amanah ini telah selesai, sebuah langRah usai sudah, Namun itu bukan akhir dari
perjalananku, Melainkan awal dari sebuah perjalanan
Karya tulis sederhana ini saya persembahRan teruntuk kedua orang tua tercinta Ayahanda
Khalidon dan Ibunda Lisnawati. Do’a dan air mata di tiap sujudmu yang selalu iringi
langkahRu serta Retulusan mu Yang RuatRan hatiRu tuk terus berusaha menggapai mimpi.
Setiap butir Reringatmu menyemangatkanKu untuk mewujudkan harapanmu. Kasih
sayangmu sejukRan relung hatiku. TerimaRasih ayah ibu atas segala kesabaranmu,
Rebaikanmu dan segala hal terbaik yang telah kalian berikan Repada putrimu. Ayah
ibu.....Kalian telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, tapi aku berjanji tidak akan
membiarkan semua itu sia-sia, Rini harapanmu telah Rugapai dan berjanji akan selalu
membahagiakanmu terimakasih ayah ibu.
Teruntuk kakak tercinta Destria Mustika dan adik tersayang Khalil Juniza yang luar biasa
memberi do’a dan dukungan tanpa henti. Tiada masa yang berharga selain menghabiskan
waktu bersama Ralian, walaupun saat deRat sering bertengRar tetapi saat jauh Rita saling
merindukan.

Tak lupa saya ucapRan terimakasih Repada nenek dan Saudara- Saudara yang selalu
mengingatRan saya untuk selalu membanggaRan Keluarga, serta menduRung baik dari segi
motivasi maupun harta benda.

Teruntuk Sahabat tercinta Sapna Julita Roza, Zahra Fonna dan Puja Julia Desfita
terimakasih selalu ada disisi saya. Saya bahRan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurnya
saya memiliki kalian dalam hidup saya. Terima Rasih telah menyediakan pundak untuk,
menangis dan memberi bantuan saat saya membutuhRannya. Semoga persahabatan Rita abadi

sebagaimana uKiran yg di abadikan dalam Rarya ini.

Elsi Wira Elfita

Vi



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadirat Tuhan yang maha Esa yang
telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan
ini skripsi yang berjudul “Analisis laporan realisasi anggaran pendapatan dan
belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten aceh barat”. Shalawat serta
salam penulis sanjung sajukan kepada Nabi Muhammad SAW vyang telah
membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan
cahaya seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Penyusunan skripsi ini dilakukan guna untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Teuku Umar Meulaboh.
Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari
berbagai pihak, oleh karena itu denga rasa hormat penulis sampaikan terima kasih
kepada :

1) Bapak Dr. Ishak Hasan, M.Si, Selaku Rektor Universitas Teuku Umar.

2) Bapak Prof. Dr. Zulham, S.E., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Teuku Umar.

3) Ibu Ika Rahmadani, S.E., M.Si.Ak., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar sekaligus dosen penguji
skripsi saya

4) lbu Sari Maulida Vonna S.E., M.Si.Ak Selaku Sekretaris Jurusan Program

Studi Ekonomi Akuntansi Universitas Teuku Umar.

vii



5)

6)

7)

8)

9

Ibu Fatmayanti, SE., Msi Selaku Dosen Pembimbing yang sangat sabar
dan telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk
membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan tugas akhir ini.
Bapak Ikhsan, S.E., M.Ak selaku dosen penguji yang telah memberikan
ilmu, arahan, dan masukan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Teuku Umar yang telah memberikan ilmu, pengajaran, pengalaman, dan
motivasi.

Kedua orang tua, keluarga besar, yang memberikan kasih sayang,
perhatian dan dukungan sepenuh hati, serta sangat berjasa dalam segala
hal kepada penulis.

Seluruh teman-teman, para sahabatku, yang telah memberikan semangat,
banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, saya berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semua
urusan dan skripsi ini dilancarkan dan dapat bermanfaat bagi semua pihak,

yang terkhusus bagi penulis dan para pembaca lainnya.

Meulaboh,14 November 2022

ELSI WIRA ELFITA
NIM: 1805906030004

viii



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Teuku Umar, saya yang bertanda tangan

dibawabh ini:

Nama : Elsi Wira Elfita
NIM : 1805906030004
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Jenis karya . SKripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Teuku Umar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive
Royalt Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Analisis Laporan
Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Aceh Barat beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).
Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Teuku Umar berhak
menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data
(data base), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak
Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Meulaboh 14 November 2022
Yang Menyatakan

Elsi Wira Elfita
NIM: 180906030004




ABSTRAK

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT PERIODE TAHUN 2017-2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat pada tahun
2017 sampai tahun 2021. Metode analisis yang digunakan yaitu metode kualitatif.
Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data
berupa dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan meliputi: analisis
varians pendapatan, analisis varians belanja, analisis pertumbuhan pendapatan dan
analisis pertumbuhan belanja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Analisis Varians Pendapatan
menghasilkan rata-rata sebesar 9,88% yang artinya kinerja keuangan pendapatan
dikatakan belum baik, 2) Analisis Varians Belanja menghasilkan rata-rata sebesar
91,09% yang artinya kinerja keuangan belanja pemerintah daerah dikatakan sudah
baik, 3) Analisis Pertumbuhan Pendapatan menghasilkan pertumbuhan positif
dengan rata-rata yaitu 8,42%, 4) Analisis Pertumbuhan Belanja menghasilkan
pertumbuhan positif dengan rata-rata yaitu 57,22%.

Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



ABSTRACT

ANALYSIS OF THE REALIZATION REPORT OF THE REGIONAL
REVENUE AND EXPENDITURES BUDGET IN THE REGIONAL
GOVERNMENT OF WEST ACEH DISTRICT FOR THE 2017-2021 PERIOD

This study aims to determine the use of the regional revenue and
expenditure budget in the West Aceh District Government from 2017 to 2021. The
analytical method used is qualitative method. The data used is secondary data
with data collection techniques in the form of documentation. The analysis
techniques used include: income variance analysis, expenditure variance analysis,
income growth analysis and expenditure growth analysis.

The results of the study show that 1) Income Variance Analysis Produces an
average of 9.88%, which means that the Income Financial Performance is said to
be not good. 2) Expenditure Variance Analysis Yields an average of 91.09%,
which means that the financial performance of local government spending is said
to be good. 3) Analysis Of Income Growth produces positive growth with an
average of 8.42%. 4) Analysis Of Spending Growth Produces positive growth with
an average of 57.22%

Keywords: Reports On The Realization Of Regional Budget Revenues and
Expenditures
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian,
pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat
melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggungjawab terhadap
pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih (Setyaningrum,
2012). Otonomi daerah dilaksanakan dengan maksud agar daerah dapat
menangani urusan pemerintahan didasarkan tugas, wewenang dan kewajiban
senyatanya, serta meningkatkan Kkesejahteraan rakyat. Otonomi daerah
memberikan kuasa penuh kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan
potensi daerah. APBD mempunyai suatu rencana pendapatan dan belanja tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD (Indriani
Amanda, 2019).

Penganggaran merupakan bagian terpenting dari pengelolaan keuangan
pemerintahan dan dapat dijelaskan dari berbagai perspektif, seperti politik,
ekonomi, keuangan, dan akuntansi (Abdullah, 2012). Pengelolaan keuangan
daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat
menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan
kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola
keuangannya. Untuk menjalankan rencana atau mengembangkan kebesaran
tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran. Anggaran daerah atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang
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utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam
upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah
(Adisasmita, 2011).

Laporan keuangan pemerintah daerah sendiri merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang memuat informasi tentang
besaran anggaran setelah perubahan, realisasinya selama satu tahun anggaran, dan
perbedaan diantara keduanya, yang disebut selisih atau variances pasal 31 UU
N0.17/2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 7 PP No0.58/2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk akuntabilitas pemerintah
daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan
sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan
tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah
dibelanjakan secara baik. Dalam kinerja penyusunan APBD masih dilakukan
berdasarkan pertimbangan incremental budget yaitu seluruh kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun anggaran yang sebelumnya merupakan kegiatan yang
harus diteruskan pada tahun berikutnya (Halim, 2016:142).

Oleh karena itu usaha pemerintah daerah dalam mencapai tujuan sasaran
menggunakan anggaran sebagai alat untuk mengukur perolehan pendapatan dan
belanja dalam satuan moneter. Anggaran sebagai rencana operasi keuangan yang
mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang
hendak dicapai dalam satu periode (Bastian, 2018).

Penggunaan analisis kinerja keuangan sebagai alat keuangan sudah

diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial sedangkan pada



lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Maka perlu
suatu perubahan yang mengacu pada penggunaan analisis dalam kinerja sebagai
pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Menilai kinerja keuangan dapat
dilakukan dengan melihat kinerjannya melalui Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021

Tahun Uraian Anggaran(Rp) Realisasi(Rp) %
2017  |Pendapatan [1.422.813.210.350,69 | 1.364.768.498.288,08 | 95,92
Belanja 1.464.801.068.660,89 | 1.353.258.094.692,40 | 92,38
2018  |Pendapatan [1.272.036.731.259,90 | 1.250.681.695.136,38 | 98,32
Belanja 1.039.708.958.846,78 | 931.754.345.242,00 89,61
2019  |Pendapatan [1.425.410.708.131,00 | 1.399.139.190.532,32 | 98,15
Belanja 1.193.075.439.237,26 | 1.052.106.351.389,69 | 88,18
2020  |Pendapatan [1.319.983.684.574,00 | 1.327.545.973.658,59 | 100,5
Belanja 1.104.772.167.316,89 993.468.521.285,57 | 89,92
2021  |Pendapatan [1.321.062.239.778.00 | 1.340.506.333.454,01 | 101,4
Belanja 1.421.161.267.425,91 | 1.338.446.864.092,44 | 94,18

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Aceh Barat

Dari tabel diatas, hasil laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat diatas menunjukan bahwa pada tahun
2017-2021 laporan realisasinya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.
Fluktuasi yaitu ketidaktetapan kadang mengalami kenaikan dan kadang
mengalami penurunan pada pendapatan dan belanja daerah di tiap tahunnya. Bisa
saja anggaran lebih besar dari realisasi dikarenakan adanya faktor luar seperti
kenaikan harga (inflasi) mendadak sehingga mempengaruhi penggunaan belanja
dari anggaran atau ketidakekonomis yang mengakibatkan penggunaan anggaran

yang tidak tepat. Sebaliknya dilihat dari alokasi penggunaan anggaran lebih besar

dari apa yang terealisasi hal ini berarti Badan Keuangan dan Asset Daerah



Kabupaten Aceh Barat tidak menggunakan penyerapan anggaran sesuai rencana
atau kinerja dengan tidak ekonomis.
Berdasarkan berita dari Melaboh,Acehportal.com tanggal 16 Agustus 2020

(https://aceh.bpk.go.id/kalitas-proyek-tahun-anggaran-2019-di-aceh-barat-dinilai-

buruk/). Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat juga melihat adanya
pelaksanaan proyek dari APBK Aceh Barat tahun anggaran 2019 tidak terealisasi
secara baik. Artinya, kualitas pelaksanaan kegiatan di sana masih buruk. Meski
APBK Aceh Barat tahun 2019 telah terealisasi sebesar 98,16 persen atau Rp 1.399
triliun dari target Rp 1.425 triliun, namun pada pelaksanaannya masih ditemukan
sejumlah masalah.

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra mengatakan, berdasarkan
pencatatan pihaknya paska monitoring lapangan terhadap sejumlah proyek
pekerjaan fisik yang bersumber dari APBK murni maupun Otonomi Khusus
(Otsus), beberapa kegiatan diantaranya diduga tidak berkualitas. Jika dilihat dari
realisasi ABPK 2019 dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), beberapa
kegiatan yang menguras APBK maupun Otsus sekitar Rp 30,8 miliar diduga
meninggalkan masalah. Anggaran itu terbagi ke beberapa kegiatan seperti
konstruksi, fisik jalan, gedung, pengadaan bibit dan pembangunan mess guru.

PP No. 39 Tahun 2020 tentang pengutamaan penggunaan alokasi anggaran
untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah pada Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan
kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan
menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Pasal 2 ayat (2)

kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk


https://aceh.bpk.go.id/kalitas-proyek-tahun-anggaran-2019-di-aceh-barat-dinilai-buruk/
https://aceh.bpk.go.id/kalitas-proyek-tahun-anggaran-2019-di-aceh-barat-dinilai-buruk/

melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu
(refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD.

Sebagai komponen utama dari penerimaan daerah, besaran pendapatan akan
sangat menentukan besaran alokasi belanja. Pengaruh pendapatan terhadap
belanja ini memang masih menjadi perdebatan karena jenis pendapatan sendiri
tidak secara otomatis dialokasikan untuk mendanai belanja-belanja tertentu.
Pemerintah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu
memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya
apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu
dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui,
maka hal itu dianggap baik. Tetapi jika target pendapatan tidak tercapai, hal ini
butuh tindakan lebih lanjut terkait dengan penyebab tidak tercapainya
terget,apakah hal tersebut dipengaruhi oleh tehnik penyusunan anggaran atau ada
faktor penyebab lainnya yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara realisasi
pendapatan dengan jumlah yang dianggarkan, sehingga menyebabkan pendapatan
kurang baik.

Pengelolan keuangan daerah sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang sah, kemudian pendapatan
daerah tersebut oleh daerah dipergunakan untuk membiayai belanja daerah.
Belanja Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006) adalah semua kewajiban
daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari

rekening kas umum daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana



merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. belanja daerah
dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan
urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintahan daerah
dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu
faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga belanja daerah dikenal
sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah,
di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah
maka akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Belanja daerah
dapat pula didefinisikan sebagai semua pengeluaran pemerintah daerah pasa suatu
periode anggaran yaitu anggaran belanja langsung yang merupakan belanja yang
dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Lontaan,
2016).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Evi
Nila Sari yang berjudul Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa 1) Analisis Varians Pendapatan menghasilkan rata-rata
sebesar 93,64% yang artinya kinerja keuangan pendapatan dikatakan belum baik,
2) Analisis Varians Belanja menghasilkan rata-rata sebesar 90,95% yang artinya
kinerja keuangan belanja pemerintah daerah dikatakan sudah baik, 3) Analisis

Pertumbuhan Pendapatan menghasilkan pertumbuhan positif dengan rata-rata



yaitu 3,78%, 4) Analisis Pertumbuhan Belanja menghasilkan pertumbuhan positif

dengan rata-rata yaitu 4,49%.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan

meneliti tentang penelitian ini yang berjudul“Analisis Laporan Realisasi

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Aceh Barat”

1.2 Rumusan Masalah

1.

Apakah penggunaan Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Aceh Barat dilihat dari analisis varians pendapatan
sudah baik?

Apakah penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dilihat dari analisis varians
belanja sudah baik?

Apakah penggunaan Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Aceh Barat dilihat dari analisis pertumbuhan
pendapatan sudah positif?

Apakah penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dilihat dari analisis

petumbuhan belanja sudah positif?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian sebagai

berikut:

14

1. Untuk mengetahui penggunaan Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dilihat dari analisis varians
pendapatan sudah baik

Untuk mengetahui penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dilihat dari analisis
varians belanja sudah baik

Untuk mengetahui penggunaan Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dilihat dari analisis
pertumbuhan pendapatan sudah positif

Untuk mengetahui penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dilihat dari analisis
petumbuhan belanja sudah positif.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber bacaan atau
referensi serta sebagai sumber informasi kepada pihak-pihak yang akan
melakukan penelitian yang berhubungan dengan realisasi Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Manfaat Praktisi



a. Bagi Peneliti, diharapakan dapat menambah wawasan dan peningkatan
kapasitas penulis dalam bidang akuntansi sektor publik dalam rangka
penyelesaian studi akhir, serta untuk membandingkan teori yang
didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

b. Bagi pemerintah daerah, diharapkan sebagai tambahan bahan
referensi dan bahan masukan dalam menganalisis kinerja keuangan
pemerintah daerah dan alternatif untuk meningkatkan pengelolaan
keuangan daerah secara efektif dan efisien demi tercapainya

keberhasilan otonomi daerah.



BAB Il
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Konsep Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam
bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan uang yang meliputi seluruh kegiatan
perusahaan untuk jangka waktu (Periode) tertentu dimasa yang akan datang.
Setelah anggaran yang menjadi pedoman dalam mengerjakan kegiatan yang telah
direncanakan, realisasi anggaran harus juga diperhatikan. Sedangkan Nafarin
(2013), mendifinisikan bahwa Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis
mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam satuan uang, tetapi
dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Sasongko dan Parulian (2015),
berpendapat bahwa Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh
manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif.

Budidarma (2010:20) menjelaskan anggaran berasal dari kata budget
(Inggris), sebelumnya dari kata bougette (Perancis) yang berarti sebuah tas kecil.
Anggaran dalam arti luas meliputi jangka waktu anggaran direncanakan,
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Anggaran dalam arti sempit meliputi
rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun saja. Penganggaran
(budgeting) merupakan aktivitas mengalokasikan sumberdaya keuangan yang
terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas.
Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik (biasanya

dalam periode tahunan) yang berisi program dan kegiatan dan jumlah dana yang

10
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diperoleh (penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/ belanja) dalam
rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Nafarin (2019:12) Anggaran sebagai suatu rencana keuangan
periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran
merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama
periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk financial, sedangkan
penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu
anggaran (Mardiasmo, 2019:61). Sedangkan menurut Halim (2017:164) Anggaran
merupakan sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan
moneter untuk satu periode dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu
satu tahun.

Menurut Halim dan Kusufi (2016:48) anggaran adalah dokumen yang
berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan
dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan
menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Halim (2017:93) mengemukakan beberapa alasan mengapa anggaran
dianggap penting. Pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk
mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua, anggaran diperlukan karena
adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus
berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Ketiga, anggaran
diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab

terhadap rakyat.
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2.1.2 Fungsi Anggaran

Perencanaan dan pengendalian dalam suatu instansi pemerintah sangat
diperlukan untuk tujuan yang ingin dicapai. Anggaran pemerintah dapat tumbuh
dan berkembang, maka perlu diterapkan suatu anggaran dalam pemerintahan.
Dengan adanya anggaran, pemerintah dapat melaksanakan kegiatan dan
mengetahui kemungkinan penyimpangan yang terjadi dari rencana kegiatan.
Suatu anggaran disusun untuk mencoba menjawab dan memperkirakan apa-apa
saja yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Hal ini merupakan bagian dari
fungsi perencanaan, karena merupakan proyeksi kedepan dan dijabarkan dalam
bentuk angka-angka. Untuk itu sangat dibutuhkan persiapan penyusunan anggaran
yang matang, jelas, dan teliti. Penyusunan anggaran yang dilakukan oleh
pemerintah dapat mengungkapkan metode yang lazim digunakan. Pilihan metode
ini sangat tergantung pada kondisi dan kegiatan manajemen yang bersangkutan.
Proses penyusunan anggaran adalah tahap kegiatan yang dilakukan dalam
anggaran sehingga tersusun dan menjadi pegangan manajemen dalam kegiatan
operasional.

Menurut Halim dan Kusufi (2017:48) terdapat beberapa fungsi anggaran
dalam manajemen sektor publik, yaitu:

a. Anggaran sebagai alat perencanaan

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang telah ditetapkan.

Keterkaitan anggaran dengan fungsi perencanaan yaitu anggaran sebagai

tujuan target yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode tertentu. Dalam

rangkai pencapaian rencana jangka pendek (sebagai bagian dari
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perencanaan jangka panjang), maka manajemen perlu menyusun anggaran
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

. Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari
adanya pengeluaran yang terlalu besar (overspending), terlalu rendah
(underspending), salah sasaran (missappropriation), atau adanya
penggunaan yang tidak semestinya (misspending).

. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah,
sehingga dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan
mengkoordinasi  kegiatan ekonomi  masyarakat sehingga dapat
mempercepat pertumbuhan ekonomi.

. Anggaran sebagai alat politik

Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat komitmen
pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.

. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Setiap unit kerja pemerintahan terkait dalam proses penyusunan anggaran.
Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi
terjadinya pencapaian tujuan organisasi secara tidak konsisten.

Anggaran sebagai alat penilaian Kinerja

Dalam hal ini, kinerja pemegang anggaran akan dinilai berdasarkan
pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja

manajer publik dinilai berdasarkan hasil yang dicapai dikaitkan dengan
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anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif
untuk pengendalian dan penilaian kinerja.
g. Anggaran sebagai alat motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pimpinan dan
stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam
mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik
Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang
akan dilakukan oleh pemerintah. Anggaran publik tidak boleh diabaikan
oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan
Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam
penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan
mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka.
Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisir akan
mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada.
2.1.3 Pendapatan
2.1.3.1 Pengertian Pendapatan
Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari
aktivanya kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan.
Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari
produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten,
dan juga pertumbuhan keuntungan, dianggap penting bagi perusahaan yang dijual

ke publik melalui saham utuk menarik investor (Hanum, 2011).
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Menurut lkatan Akuntansi Indonesi (IAl) Dalam persyaratan standar
akuntansi keuanan (PSAK) N. 23 (revisi 2009) pendapatan adalah arus masuk
bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu
priode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan entitas, yang tidak
berasal dari kontribusi penanaman modal pendapatan adalah arus masu aktiva
dana atau penyelesaian kewajiban akibat penyerahan atau produk barang,
pemberian jasa, atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang membentuk operasi
utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan selama satu priode. Martani, dkk
(2015) menyatakan bahwa Pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari
aktivitas normal dari suatu entitas dan merujuk pada istilah yang berbeda-beda
seperti penjualan (sales), pendapatan jasa (fess), bunga (interest), deviden
(dividend), dan royalty (royalty).
2.1.3.2 Tujuan Penyusunan Pendapatan

Tujuan penyusunan pendapatan adalah:

a. Memberikan informasi prosedur yang baku atas aktiva yang berkaitan
dengan perolehan informasi mengenai pendapatan, mulai dari pengakuan
sampai pada proses pencatatannya.

b. Memberikan informasi yang tepat maupun prediktif mengenai jumlah
pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (pemda), sehingga dapat
diperhitungkan seberapa besar dana yang dimiliki oleh pemda untuk
membiayai kegiatan pemda seperti yang dianggarkan.

2.1.4 Belanja Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah

adalah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
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kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja
daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang bersala dari kas
umum daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana serta merupakan kewajiban
yang harus dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dibagi menjadi
2 vyaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung
merupakan belanja yang berkaitan secara langsung dengan program Kkerja
sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak berkaitan secara
langsung dengan perogram kerja. (Biduri, 2018:111)

Adanya belanja daerah yang dianggarkan APBD agar dijadikan pedoman
sebagai berikut:

a. Belanja daerah diprioritaskan sebagai pelaksanaan urusan pemerintah
daerah seperti provinsi atau kabupaten/kota yang melaksanakan urusan
wajib dan urusan pilihan berdasarkan peraturan yang telat berlaku.

b. Belanja sebagai pelaksanaan urusan wajib dilakukan untuk melindungi
dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat sebagai
tanggungjawab memenuhi kewajiban daerah yang meliputi pelayanan
dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum serta jamian sosial
masyarakat.

c. Penyusunan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan prestasi kerja yang
berorientasi pada output yang dicapai serta perencanaan berdasarkan
outcome. Hal ini dilakukan agar tercipta akuntabilitas publik serta efisiensi
dan efektivitas penggunaan anggaran.

d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan

tugas dan fungsi dari SKPD sebagai pelaksanaan tugas pemerintah.
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Adapun setiap SKPD diukur berdasarkan peningkatan kinerja pelayanan
kepada masyarakat.

Belanja daerah menyediakan dana untuk penanggulangan bencana
alam/sosial atau diberikan pada daerah lain yang terdampak bencana
alam/sosial dengan memanfaatkan saldo APBD tahun sebelumnya atau
bisa pula melakukan belanja tak terduga dengan melakukan jadwal
ulang terhadap program kegiatan yang kurang mendesak.

Dalam rangka memudahkan penilaian kinerja pelaksanaan program,

maka biaya dibagi menjadi 2 yaitu:

a.

2.15

Belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai (gaji dan
tunjangan), bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan
keuangan dan belanja tidak terduga.

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai (honorium/upah),
belanja barang dan jasa serta belanja modal. (Hasanah dan Fauzi, 2016:
136).

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah

untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam

memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya system pemerintahan,

pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak

tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan

dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam

batas-batas yang ditentukan peraturan perundangan. Untuk melihat gambaran

kinerja keuangan pemerintah daerah yang disajikan dalam laporan keuangan,
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perluadanya pengukuran Kinerja keuangan pemerintah daerah. Pegukuran
kinerja keuangan pemerintah merupakan bagian dari pengukuran  kinerja
keuangan sektor publik yang merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk
membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi memulai alat ukur
finansial dan nonfinansial (Mardiasmo, 2018:151).

Salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan
Pemerintah Daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan.
Penggunaan analisis rasio laporan keuangan secara luas telah banyak digunakan
dan diterapkan pada perusahaan yang bersifat komersil. Sedangkan pada lembaga
publik, khususnya pada pemerintah daerah penggunaan analisis rasio keuangan
masih sangat terbatas. Padahal dari analisis rasio keuangan laporan keuangan
pemerintah daerah dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang
bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan
pendapatan daerah.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan
evaluasi dan memulihkan Kkinerja dengan pembanding skema Kkerja dan
pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk
peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran
kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap perhitungan
anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian
keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio

aktivitas, debt service coverage ratio, dan rasio pertumbuhan (Halim, 2014:150).
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2.1.6 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PP No. 19 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (10) tentang Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan daerah selaku entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
Laporan keuangan oleh pemerintah daerah tidak dibuat secara serampangan, tetapi
harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku.
Hal ini perlu di lakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan
dimengerti (Ramli, 2016:5).

Menurut Kasmir (2017:7) laporan keuangan adalah laporan yang
menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu
periode tertentu. Sedangkan menurut Irham Fahmi (2017:22) laporan keuangan
adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana
selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang
kinerja suatu perusahaan”.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai laporan keuangan dapat
disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan
kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan Kkinerja keuangan suatu entitas
pelaporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya secara spesifik (Ramli
2016:15). Tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan
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akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,
dengan cara berikut ini:
1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban
dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan
sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya.
PP No. 231/PMK.07/2020 Pasal 2 ayat (2) tentang komponen Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah, terdiri atas:
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran adalah laporan keuangan yang menggambarkan
perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Tujuan laporan realisasi anggaran adalah bagi para pengguna laporan yaitu
untuk menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi
yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara

anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan



21

kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap
pelaksanaan APBD. Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan
pendapatan pemerintah daerah selama satu periode, belanja, surplus/defisit,
pembiayaan dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran.
2. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan
entitas ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk
menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas dana.
3. Laporan Arus Kas

Pemerintah pusat dan daerah menyusun dan menyajikan laporan keuangan
dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap
periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan
keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan
laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum
negara/daerah. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu
periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
4. Catatan atas Laporan keuangan

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan
digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai
pertanggungjawaban keuangan diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan

(CaLK). CaLK memberikan informasi dan mengungkapkan kebijakan serta
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menjelaskan Kkinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan. Selain
itu CaLK memberikan penjelasan dan informasi yang ada dalam laporan
keuangan lainnya deng an bahasa yang mudah dipahami dan dicerna oleh lebih
banyak pengguna laporan keuangan. Pemahaman yang memadai terhadap
komponen-komponen laporan keuangan pemerintah sangat diperlukan dalam
menilai laporan pertanggungjawaban keuangan Negara/Daerah.
2.1.7 Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah

Analisis pendapatan belanja daerah sangat penting di lakukan untuk
mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah melakukan APBD secara
ekonomis, efisien, dan efektif (value for money). Sejauh mana pemerintah daerah
telah melakukan efisiensi anggaran menghindari pengeluaran secara tidak perlu
dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan informasi dari laporan
realisasi anggaran, dapat dianalisis kinerja anggaran dengan beberapa analisis
sebagai berikut:

1. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Mahmudi (2019, hal 135) mengemukakan bahwa analisis varians anggaran
pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan
dengan yang dianggarkan. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu
pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis Kinerja pendapatan.
Analisis selisih anggaran pendapatan dapat dilakukan menggunakan beberapa
langkah berikut ini: pertama, membandingkan antara anggaran dan realisasi
pendapatan, jika terdapat selisih kemudian tentukan selisihnnya berdasarkan
persentase atau nominal. Setelah menentukan kewajaran selisih tersebut,

bandingkan selisih tersebut dengan total pendapatan apakah signifikan atau tidak
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signifikan. Langkah terakhir dari analisis selisih anggaran yaitu cari akar masalah
penyebab selisih tersebut terjadi.
2. Analisis Varians (Selisih) Belanja Daerah
Analisis selisih belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih
antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi
anggaran yang disajikan, maka dapat diketahui secara langsung varians
belanja antara anggaran belanja dan realisasinya yang dapat dinyatakan
dalam bentuk nilai nominalnya atau presentasinya. Kinerja pemerintah daerah
dapat dinilai baik jika realisasi belanja lebih kecil dari yang dianggarkan,
jika sebaliknya maka mengindikasikan kinerja yang kurang baik.
3. Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Mahmudi (2019, hal 137) menyebutkan bahwa analisis pertumbuhan
pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah pusat/daerah dalam
tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, Kinerja
anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.
Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan
kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang
negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus
dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang di luar
kendali pemerintah atau karena manajemen keuangan pemerintah yang kurang
baik (Mahmudi, 2019, hal 137).
4. Analisis Pertumbuhan Belanja
Analisis pertumbuhan belanja untuk mengetahui perkembangan

belanja dari tahun ke tahun mengenai seberapa besar anggaran dan realisasi yang
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terwujud. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik.
Alasan kenaikannya biasanya dikaitkan dengan penyesuaian inflasi, perubahan
kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan dan penyesuaian faktor makro
ekonomi. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar
pertumbuhan masing-masing belanja, Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan
pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka
mencegah dapat mengganggu keseimbagan dan kesehatan fiskal daerah
(Mahmudi, 2011:162).
2.1.8 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang akan diuraikan secara
ringkas karena penelitian yang akan dilakukan mengacu pada penelitian
sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama namun terdapat beberapa
perbedaan baik dari segi objek maupun dari segi waktu penelitian. Seperti pada

penelitian terdahulu ini.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No | Peneliti Judul Metode Hasil Penelitian
Analisis
1 | EviNila | Analisis Metode Hasil penelitian menunjukkan
Sari Laporan Kuantitatif | bahwa 1) AnalisisVarians
(2021) Realisasi Pendapatan menghasilkan
Pendapatan rata-rata sebesar 93,64%
Dan Belanja yang artinya Kkinerja keuangan
Daerah pendapatan dikatakan belum
Pada baik, 2) Analisis Varians
Pemerintah Belanja menghasilkan rata-
Daerah rata sebesar 90,95% yang
Kabupaten artinya kinerja keuangan
Enrekang belanja pemerintahn daerah
dikatakan sudah baik, 3)
Analisis Pertumbuhan
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Pendapatan menghasilkan
pertumbuhan positif dengan
rata-rata yaitu 3,78%, 4)
Analisis Pertumbuhan Belanja
menghasilkan pertumbuhan
positif dengan rata-rata yaitu
4,49%

Rani Analisis Analisis Dari hasil penelitian
Febri Kinerja deskriptif | berdasarkan Laporan Realisasi
Ramadani | Anggaran kuantitatif | Anggaran di BAPPELIBANG
, Elfreda | Dan Kabupaten Minahasa Utara
Aplonia | Realisasi secara keseluruhan rata-rata
Lau, Pendapatan tingkat efisiensi Laporan
Suyatin Dan Belanja Reaisasi Anggaran di Badan
(2020) Daerah Perencanaan Pembangunan dan
Pemerintah Penelitian Pengembangan
Kota selama tahun anggaran 2011
Samarinda sampai tahun 2015 rata-rata
berada pada tingkat 90%-
100%, hal ini menunjukkan
bahwa tingkat efisien Laporan
Realisasi Anggaran di
BAPPELITBANG Kabupaten
Minahasa Utara selama tahun
anggaran 2011 sampai tahun
2015 pada tingkat 100% yaitu
sangat efektif.
Umar Analisis Metode Hasil penelitian ini
Basni Laporan Penelitian | menunjukkan bahwa analisis
(2017) Realisasi yang varians pendapatan bersaldo
Anggaran digunakan | negatif, hal ini
pendapatan | adalah mengindikasikan kinerja
Dan Belanja | kualitatif | pendapatan cukup baik
Daerah meskipun belum mampu
Untuk memperolehpendapatan sesuai
Menilai dengan yang dianggarkan.
Kinerja Rasio ketergantungan
Pemerintah menunjukkan bahwa

pemerintah kota Surabaya
dalam melaksanakan tugasnya
tidak bergantung pada
pemerintah pusat. Analisis
varians belanja bersaldo
negative yang mengindikasikan
adanya efisiensi atau
penghematan anggaran.




26

Anak Analisis Analisis Hasil penelitian diketahui
agung Faktor- deskriptif | bahwa faktor penyebab selisih
ayu nitya | faktor yang | kualitatif | anggaran dengan realisasi dari
sari  dkk | mempengar segi transfaransi, akuntabel,
(2016 uhi realisasi ekonomis, keefektifan, dan
anggaran efisien. Namun secara garis
pendapatan besar dibalik permasalahan
dan belanja yang dialami yang
daerah mempengaruhi realisasi
anggaran, Dinas PU Denpasar
tebilang cukup baik.
Andre Analisis Deskriptif | Hasil penelitian padaAPBD
P.Tulang | Realisasi Kabupeten Minahasa,
ow dan Anggaran menunjukkan bahwa dalam
Treesje Pendapatan tiga tahun penelitian
Runtu Dan Belanja pemerintah Kabupaten
(2018) Daerah Minahasa belum terlalu baik
Pemerintah dalam merealisasikan
Kabupaten pendapatan daerahnya.
Minahasa Berbeda dengan belanja
daerah, dalam tiga tahun
penelitian Pemerintah
Kabupaten Minahasa sudah
baik dalam merealisasikan
belanjanya dengan tidak
melebihi dengan jumlah yang
dianggarakan
Wilis Analisis Metode Hasil penelitian ini adalah
Auliana | Perencanaa | penelitian | Pemerintah Kabupaten Malang
(2020) n Anggaran | yang dikatakan baik dalam
Dan digunakan | menjalankan kinerja keuangan,
Realisasi adalah tetapi sedikit evaluasi yang
Anggaran penelitian | harus diperbaikidalam
Pemerintah | deskriptif. | mengelola desentralisasi, PAD,
Daerah dan perbedaan pendapatan. 22
Kabupaten Kabupaten Malang Tahun
Malang 2016-201 Kinerja Kabupaten
Tahun Malang APBD pemerintah
2016-2018 dalam mengalokasikan

anggaran belanja dikatakan
efisien, karena tidak
menunjukkan pemborosan
anggran. Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Pemerintah Kabupaten Malang
untuk 3 tahun berjalan efektif
dengan menyajikan Laporan
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Realisasi Anggaran (LRA)
sesuai dengan prosedur yang
berlaku

Sumber: Data diolah 2022

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus jalannya pemerintahan
pada daerah tersebut. Dalam memudahkan penelitian ini menggunakan alur

kerangka konsep yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat

A 4

Laporan Realisasi APBD Kabupaten Aceh Barat

A 4 A 4

Analisis Pendapatan: Analisis Belanja Daerah:

1. Analisis Varians Pendapatan 1. Analisis Varians Belanja

2. Analisis Pertumbuhan 2. Analisis Pertumbuhan
Pendapatan Belanja

Hasil Analisis APBD KabupatenAceh Barat

Gambar 2.1
Skema Pemikiran



BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Suliyanto (2018: 115) menjelaskan desain penelitian sebagai pedoman kerja
dalam melakukan penelitian yang bertujuan agar penelitian berjalan efektif dan
efisien.Dalam suatu penelitian, peneliti harus menentukan metode yang akan
digunakan dalam penelitiannya. Sugiyono (2019:2) mengemukakan bahwa.
Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data
yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu
pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami,
memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Menurut Sekaran (2016:118), desain atau rancangan suatu penelitian harus
memuat: 1) tujuan studi; 2) tipe penelitian; 3) luas intervensi penelitian; 4)
lingkungan studi; 5) unit analisis; 6) horizon waktu. Berikut penjelasan masing-
masing desain penelitian:

1) Tujuan studi, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten
Aceh Barat periode tahun 2017 sampai dengan 2021.

2) Jenis Investigasi, Dalam penelitian ini, jenis investigasi penelitian
yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif
adalah penelitian yag diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau
kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau

daerah tertentu (Hardani, 2020:54).
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3) Setting Penelitian, penelitian ini dilakukan melalui website Badan
Pusat Statistik (BPS) dan kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
Kabupaten Aceh Barat

4) Tingkat keterlibatan peneliti, tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis anggaran pendapatan dan belanja daerah pada
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Peneliti hanya mengumpulkan data dan
selanjutnya menganalisisnya, sehingga peneliti tidak ada intervensi apapun.

5) Unit analisis dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

6) Horizon Waktu, Horizon waktu penelitian ini menggunakan model
deret waktu (time series), karena menggunakan kurun waktu dari tahun 2017-

2021.

3.2  Populasi dan Sampel

Menurut Cooper dan schindler (2007), populasi adalah keseluruhan
element yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Sugiyono (2017:80),
menyatakan bahwa populasi adalah obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi
Anggaran pada tahun 2017 sampai dengan 2021 pada Pemerintah Kabupaten
Aceh Barat. Menurut Sugiyono (2018: 120) sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel merupakan bagian

pupulasi yang hendak diuji karakteristiknya (Suliyanto, 2018:177).
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Berdasarkan pendapat diatas maka yang ditetapkan menjadi populasi dan
sampel pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2017

sampai dengan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

3.3  Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data penelitian ini menggunakan jenis data
sekunder. Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan data sekunder adalah sumber
data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa laporan realisasi anggaran
dalam bentuk laporan tahunan yang diambil dari laporan realisasi anggaran yang
dijadikan sampel pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.

3.3.2 Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan cara menggunakan metode dokumentasi. Menurut Hardani (2020:149)
dokumentasi berasal dari kata dokumen, yag artinya barang-barang tertulis.
Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data
yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi pada penelitian
ini ialah dengan cara melihat data dari dokumen-dokumen berupa laporan

realisasi anggaran pemerintah daerah tahun 2017-2021.

3.4  Defenisi Operasional Variabel
1. Anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk

angka dan dinyatakan dalam unit moneter.
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. Pendapatan adalah jumlah penerimaan rekening kas daerah dalam periode

tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah yang diakui sebagai
penambah kekayaan bersih.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam perode tahun anggaran yang

bersangkutan.

. Varians adalah perbedaan antara rencana atau target yang dianggarkan

dengan suatu hasil yang dicapai.

. Pertumbuhan adalah peningkatan anggaran yang terjadi tiap tahunnya

apakah terjadi pertumbuhan yang positif dan negatif. Dan menunjukkan
sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan

masyarakat pada suatu periode tertentu.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode kualitatif. Proses

analisa data dilakukan dengan cara menganalisis, menafsirkan dan mengolah data

pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggunakan beberapa analisis sebagai

berikut:

1. Analisis Varians Pendapatan

Analisis varians pendapatan daerah dilakukan dengan cara menghitung

selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Pemerintah daerah

dikatakan memiliki kinerja keuangan pendapatan yang baik apabila mampu

memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran).

Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka

hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan
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terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya
demikian (Mahmudi, 2016). Analisis selisih ini dapat dihitung menggunakan

analisis varians pendapatan sebagai berikut:

Varians Pendapatan = Realisasi Pendapatan — Anggaran Pendapatan

Untuk menghitung persentase tingkat ketercapaian Pendapatan:

Rasio = Realisasi Pendapatan tahunt x 100%
Anggaran Pendapatan tahun t

Berdasarkan selisih baik (favourable) atau kurang baik (unfavourable)
realisasi dengan anggaran pendapatan maka penilaian kinerja dari analisis varians

pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Kinerja Varians Pendapataan
Kriteria Varians Pendapatan Ukuran
Baik (favourable) Realisasi Pendapatan > Anggaran
Pendapatan
Kurang Baik (unfavourable) | Realisasi Pendapatan <Anggaran
Pendapatan

(Sumber: Mahmudi, 2016)
2. Analisis Varians Belanja

Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan cukup siginifikan bisa
memberikan dua kemungkinan. Pertama hal itu menunjukkan adanya efesiensi
anggaran, kedua justru sebaliknya. Jika terjadi selisih kurang maka sangat
memungkinkan telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga
estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa
jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan padahal

sudah diamanatkan dalam anggaran (Mardiasmo, 2011). Analisis terhadap
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perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja dapat

dihitung dengan menggunakan analisis varians belanja yaitu sebagai berikut:

Varians Belanja = Realisasi Belanja — Anggaran Belanja

Untuk menghitung persentase tingkat ketercapaian belanja:

Rasio = Realisasi Belanja tahunt x 100%
Anggaran Belanja tahun t

Berdasarkan selisin baik (favourable) dan kurang baik (unfavorable)
realisasi dengan anggaran belanja maka penilaian kinerja dari analisis varians

belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja
Kriteria Varians Belanja Ukuran
Baik (favourable) Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
Kurang Baik (unfavourable) Realisasi Belanja >Anggaran Belanja

(Sumber: Mahmudi, 2015)
3. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan memiliki tujuan yang diantaranya
adalah guna memahami dalam suatu tahun anggaran apakah terjadi pertumbuhan
yang negatif atau positif dalam kinerja anggaran (Mahmudi,2016). Secara ideal,
pendapatan tersebut dapat tumbuh dan diharapkan bisa cenderung meningkat serta
hasil yang positif. Namun, apabila hasil negatif yang ada atau tumbuh, hal
tersebut akan mengindikasikanterjadinya kinerja yang turun serta harus dapat
diketahui faktor yangmemicu hal itu. Analisis pertumbuhan pendapatan dapat

dihitung denganmenggunakan rumus sebagai berikut:
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Pertumbuhan Pendapatan = Realisasi Pendapatan Tahun t — Realisasi Pendapatan Tahun (t-1) x 100%

Realisasi Pendapatan Tahun (t-1)

Berdasarkan pertumbuhan realisasi pendapatan baik berupa kenaikan atau
penurunan pendapatan selama kurun waktu tertentu maka, kriteria penilaian

kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Pendapatan
Kriteria Pertumbuhan Pendapatan Ukuran
Naik Positif
Turun Negatif

(Sumber: Mahmudi, 2016)
4. Pertumbuhan Belanja

Analisis  pertumbuhan  belanja  bermanfaat untuk  mengetahui
perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis pertumbuhan belanja
dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja,
apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan
(Mahmudi, 2015).

Pertumbuhan anggaran belanja tertentu bisa saja negatif atau lebih kecil
dari tahun sebelumnya jika memang belanja tersebut tidak prioritas untuk tahun
sekarang. Prinsip pertumbuhan belanja harus terencana dan terkendali dengan
baik agar kesinambungan dan stabilitas fiskal terjaga. Analisis pertumbuhan

belanja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Pertumbuhan Belanja = Realisasi Belanja Tahun t — Realisasi Belanja Tahun (t-1) x 100%

Realisasi Belanja Tahun (t-1)

Berdasarkan pertumbuhan realisasi belanja baik berupa kenaikan atau
penurunan belanja selama kurun waktu tertentu maka, kriteria penilaian kinerja

adalah sebagai berikut:



Tabel 3.4
Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja
Kriteria Pertumbuhan Pendapatan Ukuran
Naik Negatif
Turun Positif

(Sumber: Mahmudi, 2015)
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian
4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Barat

Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia.
terletak sekitar 175 km tenggara kota Banda Aceh di pulau sumatera. Kabupaten
Aceh Barat merupakan kota kelahiran pahlawan Nasional Teuku Umar Johan
Pahlawan. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara, wilayah Aceh
Barat Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km?2 atau 1.010.466 Ha
dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat dan
Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dengan Ibukota Meulaboh terdiri
dari tiga wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan jumlah
kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) Kecamatan yaitu Kaway XVI; Johan
Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai
Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya; Simeulue Timur;
Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang. Sedangkan
Kabupaten Aceh Selatan, meliputi wilayah Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil
dengan ibukotanya Tapak Tuan.

Pemekaran wilayah terjadi karena adanya ketimpangan-ketimpangan
pembangunan dan tidak meratanya sektor-sektor pembangunan di semua wilayah,
sementara potensi yang dimiliki wilayah memungkinkan untuk dikembangkan

sebagai sumber penghasilan pembangunan.
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Pada Tahun 1996 Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua)
Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI; Johan
Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai
Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya dengan ibukotanya
Meulaboh dan Kabupaten Adminstrtif Simeulue meliputi kecamatan Simeulue
Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang dengan ibu
kotanya Sinabang.

Selanjutnya pada tahun 2002 Kabupaten Aceh Barat daratan yang luasnya
1.010.466 Ha, Kkini telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat dengan
dikeluarkannya Undang-undang NO.4 Tahun 2002.

4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang
beribukota Kota Meulaboh. Letak geografis Kabupaten Aceh Barat secara
astronomi terletak pada 04°61' - 04°47' Lintang Utara dan 95°00' - 86°30" Bujur
Timur dengan luas wilayah 2.927,95 km2. mekarnya Desa Keuramat pada tahun
2015, Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 12 kecamatan, 36 mukim dan 322
gampong. Sebanyak 192 desa diantaranya berada di dataran dan 83 desa terletak
di lembah. Hanya 47 desa yang terletak di lereng: Adapun batas-batas wilayah
Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut (BPS Aceh Barat, 2021). Secara

administratif Kabupaten Aceh Barat memiliki batas wilayah sebagai berikut:
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Tabel 4.1
Batas-Batas Wilayah Kabupaten Aceh Barat
No Batas Berbatasan Dengan Wilayah
1 | Sebelah Utara Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie
2 | Sebelah Timur | Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya
3 | Sebelah Selatan | Samudra Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya
4 | Sebelah Barat Samudera Indonesia
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Aceh Barat

Wilayah administratif terdapat dua belas kecamatan dan tiga ratus dua
puluh dua gampong/desa di Kabupaten Aceh Barat serta dengan luas wilayah
2.927,95 km?, adapun jumlah desa menurut kecamatan dan luas wilayah tersebut
adalah sebagai berikut (BPS Aceh Barat, 2021) :

Tabel 4.2

Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Luas Wilayah
di Kabupaten Aceh Barat

No Kecamatan Gampong/ Desa Luas Wilayah (km?)
1 Johan Pahlawan 21 4491
2 Samatiga 32 140,69
3 Bubon 17 129,58
4 | Arongan Lambalek 27 130,06
5 Woyla 43 249,04
6 Woyla Barat 24 123,00
7 Woyla Timur 26 132,60
8 Kaway XVI 44 510,80
9 Meureubo 26 112,87
10 | Pante Ceureumen 25 490,25
11 Panton Reu 19 83,04
12 Sungai Mas 18 781,73
Aceh Barat 322 2.927,95

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Aceh Barat
4.2  Hasil Penelitian
4.2.1 Deskripsi Data
Menurut Mardiasmo (2018:98) menjelaskan bahwa anggaran adalah suatu
pekerjaan yang pada suatu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-

tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan Negara pada
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masa depan dan pihak yang lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang
mungkin akan diterima dalam masa tertentu.

Tabel 4.3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2017-2021

Tahu Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
: PENDAPATAN 1.422.813.210.350,69 1.364.768.498.288,08
Pendapatan Asli Daerah 185.972.324.490,00 161.743.458.643,95
Pendapatan Transfer 1.092.693.945.454,69  [1.079.562.389.236.08
o017 | Lain-lain Pendapatan Yang Sah 144.146.940.407,00 123.462.650.409,32
BELANJA 1.408.155.278.726,00 1.353.268.625.048,00
Belanja Operasi 940.115.079.703,00 881.623.394.806,00
Belanja Modal 307.037.852.342,00 313.217.587.645,00
Belanja Tidak Terduga 13.340.563.280,00 11.669.748.197.00
Transfer 147.661.783.400,00 146.757.894.400,00
PENDAPATAN 1.272.036.731.259,90  [1.250.681.695.136,38
Pendapatan Asli Daerah 165.425.983.311,00 150.499.049.235,64
Pendapatan Transfer 1.079.632.291.187,00 1.065.883.307.195,74
2018 I Gin-Tain Pendapatan Yang Sah 26.978.456.761,90 34.299.338.705,00
BELANJA 1.039.708.958.846,78 931.754.345.242,00
Belanja Operasi 818.536.186.244,07 739.329.436.838,00
Belanja Modal 206.924.209.322,00 192.424.908.404,00
Belanja Tak Terduga 14.248.563.280,71 0,00
Transfer 285.405.665.597,00 284.575.749.597,00
PENDAPATAN 1.425.410.708.131,00 1.399.139.190.532,32
Pendapatan Asli Daerah 166.876.962.235,00 153.799.291.478,27
2019 pendapatan Transfer 1.228.083.345.896,00  [1.212.988.590.608,05
Lain-lain Pendapatan Yang Sah 30.450.400.000,00 32.351.308.446,00
BELANJA 1.193.075.439.237,26 1.052.106.351.389,69
Belanja Operasi 874.689.699.756,26 788.592.427.328,69
Belanja Modal 317.507.572.481,00 263.508.924.061,00
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Belanja Tak Terduga 878.197.000,00 5.000.000,00
Transfer 315.694.414.109,00 314.654.428.124,00
PENDAPATAN 1.319.983.684.574,00 1.327.545.973.658,59
Pendapatan Asli Daerah 159.371.121.210,00 149.925.456.946,59

Pendapatan Transfer

1.132.215.885.364,00

1.151.144.316.712,00

2020 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 28.396.678.000,00 26.476.200.000,00
BELANJA 1.104.772.167.316,89 993.468.521.285,57
Belanja Operasi 810.155.630.816,89 720.662.431.926,46
Belanja Modal 291.616.536.500,00 271.982.384.493,11
Belanja Tak Terduga 3.000.000.000,00 823.704.866,00
Transfer 337.689.154.357,00 336.783.455.046,00
PENDAPATAN 1.321.062.239.778,00  [1.340.506.333.454,01
Pendapatan Asli Daerah 137.850.088,304,00 134.639.234.284,01
Pendapatan Transfer 1.155.042.388.339,00 1.177.998.271.745,00
2021 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 28.169.763.135,00 27.868.827.425,00
BELANJA 1.398.380.314.532,00  [1.343.673.446.864,00
Belanja Operasi 750.833.637.075,00 697.915.103.852,00
Belanja Modal 286.598.341.099,00 289.193.079.623,00
Belanja Tak Terduga 3.000.000.000,00 288.863.467,00
Transfer 357.948.336.358,00 356.276.399.922,00

Sumber : Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Aceh Barat

Dari tabel diatas, dapat diketahui pada anggaran dan realiasi pendapatan

dan belanja daerah 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuasi) tiap

tahunnya. Hal ini terjadi akibat perubahan harga (inflasi) yang langsung muncul di

masyarakat karena patokan nilai yang diberikan oleh pemerintah menyebabkan

harga barang menjadi berubah. Sehingga alokasi anggaran lebih besar dan tidak

sesuai dengan yang telah dianggarkan. Sebaliknya bisa saja penyerapan anggaran

yang tidak ekonomis disebabkan kinerja yang kurang baik atau adanya program
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yang tidak dijalankan sehingga menimbulkan permasalahan yang menyebabkan
kinerja instansi tidak berjalan sesuai rencana.
4.3 Analisis Data
4.3.1 Analisis Varians Pendapatan

Analisis varians pendapatan adalah selisih antara realisasi pendapatan
dengan yang dianggarkan.

Tabel 4.4
Perhitungan Varians Pendapatan Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021

Tahu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Varians (%) | Kiriteria
n Pendapatan (Rp)

2017  [1.422.813.210.350,69 [1.364.768.498.288,08 ((58.044.712.062,6) 95,92 | Kurang
Baik

2018 [1.272.036.731.259,90 [1.250.681.695.136,38 ((21.355.036.123,5) 98,32 | Kurang
Baik

2019 [1.425.410.708.131,00 [1.399.139.190.532,32 ((26.271.517.598,7) 98,15 | Kurang
Baik
2020 [1.319.983.684.574,00 [1.327.545.973.658,59 | 7.562.289.085,59 [100,5 Baik
2021 [1.321.062.239.778,00 [1.340.506.333.454,01 |19.444.093.676 101,4 Baik

Rata- [1.352.261.314.819 1.336.528.338.214 (15.732.976.608) 9,88 | Kurang
Rata Baik

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui, rata-rata anggaran
pendapatan tahun 2017-2021 sebesar Rp 1.352.261.314.819 dengan tingkat realisasi
sebesar Rp1.336.528.338.214 dengan persentase sebesar 9,88%. Varians ini dapat
dikategorikan kurang baik (unfavourable) karena realisasi pendapatan lebih kecil
dari anggaran yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini tidak mendukung
pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016) yaitu pemerintah daerah
dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik apabila mampu memperoleh

pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan. Hal ini berarti pemerintah mampu



mengelola dan mengoptimalkan anggaran daerah yang berorientasi

pencapaian hasil dan kinerja.

4.3.2 Analisis Varians Belanja

antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan.

Tabel 4.5

Perhitungan Varians Belanja Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021
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pada

Analisis varians belanja adalah analisis terhadap perbedaan atau selisih

Tahun | Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Varians Belanja | (%) |Kriteria
(Rp)

2017  [1.464.801.068.660,89 [1.353.258.094.692,40 ((111.542.973.968) 92,38 Baik

2018 [1.039.708.958.846,78 | 931.754.345.242,00 (107.954.613.605) 89,61 Baik

2019 [1.193.075.439.237,26 [1.052.106.351.389,69 ((140.969.087.848) 88,18 Baik

2020 [1.104.772.167.316,89 | 993.468.521.285,57 [(111.303.646.031) 89,92 Baik

2021 [1.421.161.267.425,91 [1.338.446.864.092,44 |(82.714.403.333) 94,18 Baik
Rata- [1.244.703.780.298 1.133.806.835.340 (110.896.944.958) 91,09 Baik
Rata

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui, rata-rata anggaran
belanja tahun 2017-2021 sebesar Rp 1.244.703.780.298 dengan tingkat realisasi
sebesar Rp 1.133.806.835.340 dengan persentase sebesar 91,09%. Varians ini
dapat dikategorikan baik (favourable) karena realisasi belanja tidak melebihi dari
anggaran yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini mendukung pendapat.
Mahmudi (2016:155) yaitu pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja
keuangan belanja yang baik apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang di
anggarankan. Hal ini berarti Pemerintah Daerah dapat mengendalikan dan
melakukan penghematan belanja sehingga tidak melebihi anggaran yang telah

ditetapkan.
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4.3.3 Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui
pertumbuhan realisasi pendapatan dari tahun ke tahun.

Tabel 4.6
Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021

Tahun Realisasi Pertumbuhan Kriteria
Pendapatan (%0)
2016 1.295.102.715.309, 55 - -
2017 1.364.768.498.288,08 5,38 Positif
2018 1.250.681.695.136,38 (8,36) Negatif
2019 1.399.139.190.532,32 7,07 Positif
2020 1.327.545.973.658,59 (0,86) Negatif
2021 1.340.506.333.454,01 0,98 Positif
Rata-Rata 1.336.528.338.214 8,42 Positif

Sumber: Data diolah 2022

Dari hasil analisis di atas dapat diketahui, analisis pertumbuhan
pendapatan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,38% yang
artinya kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pendapatan sudah
baik sehingga realisasi pada tahun sebelumnya lebih kecil dari tahun sekarang,
pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -8,36% yang artinya
pemerintah daerah belum mampu menggali potensi pendapatan asli daerah dalam
menambah sumber pendapatan sehingga realisasi pada tahun sebelumnya lebih
besar dibandingkan tahun 2018, pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan positif
sebesar 7,07% yang artinya kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan
sumber pendapatan sudah baik sehingga realisasi pada tahun sebelumnya lebih
kecil dari tahun sekarang, pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif
sebesar 0,86% yang artinya kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan

sumber pendapatan sudah baik sehingga realisasi pada tahun sebelumnya lebih
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kecil dari tahun sekarang, dan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif
sebesar 0,98% hal ini menunjukkan kemampuan kinerja pemerintah daerah untuk
mempertahankan dan meningkatkan penggunaan anggaran yang sudah dicapai
dari satu periode ke periode berikutnya dengan pertumbuhan yang baik untuk
setiap komponen pendapatan sehingga realisasi pada tahun sebelumnya lebih kecil
dibandingkan tahun setelahnya.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Fitra (2019) yaitu pertumbuhan
pendapatan yang positif menunjukkan Kkinerja yang bagus karena realisasi
pendapatan tahun sekarang lebih tinggi dari realisasi pendapatan tahun
sebelumnya.

4.3.4 Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui

perkembangan realisasi belanja dari tahun ke tahun.

Tabel 4.7
Perhitungan Pertumbuhan Belanja Pada Pemerinah Daerah
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021

Tahun Realisasi Pertumbuhan Kriteria
Belanja (%0)
2016 1.329.720.164.897,00 — -
2017 1.353.258.094.692,40 17,70 Positif
2018 931.754.345.242,00 (31,14) Negatif
2019 1.052.106.351.389,69 12,91 Positif
2020 993.468.521.285,57 (5,58) Negatif
2021 1.338.446.864.092,44 34,72 Positif
Rata-Rata 1.133.806.835.340 57,22 Positif

Sumber: Data diolah 2022
Berdasarkan hasil analisis di atas analisis pertumbuhan belanja pada tahun
2017 mengalami pertumbuhan positif sebesar 20,84% yang artinya kinerja

pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran belanja sudah baik sehingga
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realisasi pada tahun sekarang lebih besar dari tahun sebelumnya, pada tahun 2018
mengalami pertumbuhan negatif sebesar -31,14% yang artinya Kinerja pemerintah
daerah belum optimal dalam mengelola anggaran belanja sehingga realisasi pada
tahun 2016 lebih besar dibandingkan tahun 2017, pada tahun 2019 mengalami
pertumbuhan positif sebesar 12,91% yang artinya kinerja keuangan pemerintah
daerah sudah baik dalam melakukan penghematan yang tidak mengurangi
proporsi pembelanjaan sehingga realisasi pada tahun sekarang lebih besar dari
pada tahun sebelumnya, pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar
-5,58% yang artinya kinerja pemerntah daerah dalam mengupayakan penghematan
anggaran belanja belum dikatakan baik karena realisasi pada tahun sebelumnya
lebih besar dari tahun sekarang, dan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan
positif sebesar 34,72% hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam
mengalokasikan belanja dalam APBD semakin baik karena realisasi belanja pada
tahun sebelumnya lebih kecil dari tahun sekarang.

Hasil peneltian ini mendukung pendapat yang dikemukakan Mahmudi
(2016:158) yaitu analisis pertumbuhan belanja daerah berguna untuk mengetahui
pertumbuhan belanja dari tahun ketahun. Belanja daerah biasanya memiliki
kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian
dengan inflasi perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan

penyesuaian faktor makro ekonomi.

44  Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat
beberapa pembahasan terkait hasil analisis tersebut yakni sebagai berikut:

4.4.1 Analisis Varians Pendapatan
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Berdasarkan hasil penelitian diatas Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa varians
pendapatan pada tahun 2017 sebesar Rp 95,92% dapat dikatakan kurang baik
karena realisasi pendapatan lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan, pada
tahun 2018 sebesar 95,15% dapat dikatakan kurang baik karena anggaran lebih
besar dari realisasi yang telah ditetapkan, pada tahun 2019 sebesar 98,15% dapat
dikatakan kurang baik karena realisasi pendapatan lebih kecil dari anggaran yang
telah ditentukan, pada tahun 2020 sebesar 100,5% dapat dikatakan baik karena
realisasi pendapatan lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan, dan pada
tahun 2021 sebesar 101,4% hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sampai
dengan 2019 makna dari varians ini masuk dalam kategori selisih kurang baik
(unfavourable) karena secara keseluruhan realisasi pendapatan dibawah jumlah
yang telah dianggarkan. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, realisasi
pendapatan dikatakan baik karna melebihi jumlah yang telah dianggarkan.

Pada prinsipnya, realisasi anggaran pendapatan merupakan batas minimal
jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah.
Suatu pemerintah dapat dikatakan baik dalam mengelola sumber pemasukannya,
apabila realisasi pendapatan daerahnya melebihi jumlah yang dianggarkan. Hal ini
berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dapat dikatakan optimal dalam
memperoleh pendapatan karena pada tahun 2020 dan 2021 telah melebihi target
yang dianggarkan. Hasil penelitian ini belum mendukung pendapat yang
dikemukakan Mahmudi (2016) bahwa analisis varians pendapatan dikatakan
sudah baik apabila pemerintah daerah mampu memperoleh pendapatan melebihi

jumlah yang telah dianggarkan.
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Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Layuk (2019:4)
menunjukkan bahwa Kkinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Pengunungan
Bintang dilihat dari varians pendapatan belum optimal dalam memperoleh
pendapatan terlihat dari masih adanya kondisi selisih tidak menguntungkan.
Sedangkan kinerja keuangan pendapatan Pemerintah Daerah Kota Samarinda
dilihat dari varians pendapatan daerah selama tahun 2010-2014, secara umum
dapat dikatakan kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi
APBD Kota Samarinda sebesar 1.17% (Ramadani et al. 2016).

Sementara hasil penelitian yang dilakukan Fitra (2020:14) Kabupaten
Solok selama periode tahun 2014-2018 menunjukkan kinerja pendapatan
pemerintah daerah yang belum efektif dalam meningkatkan capaian realisasi
pendapatan asli daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah sehingga
menghasilkan selisin yang tidak menguntungkan. Sedangkan pemerintah Kota
Surabaya selama periode 2012-2013 terdapat selisih anggaran pendapatan dengan
realisasi yang bersaldo negatif sehingga mengindikasikan bahwa kinerja
pendapatan yangc ukup baik walaupun masih belum mampu memperoleh

pendapatan yang sesuai dengan jumlah yang dianggarkan (Basni, 2017:6).

4.4.2 Analisis Varians Belanja

Berdasarkan hasil penelitian diatas Anggaran dan Realisasi Belanja
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa varians belanja
pada tahun 2017 sebesar 92,38% dikatakan baik karena realisasi belanja lebih
kecil dari yang dianggarkan, pada tahun 2018 sebesar 89,61% dikatakan baik
karena realisasi belanja lebih kecil dari yang ditetapkan, pada tahun 2019 sebesar

88,18% dikatakan baik karena realisasi belanja lebih kecil dari yang ditentukan,
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pada tahun 2020 sebesar 89,92% dikatakan baik karena realisasi belanja lebih
kecil dari yang telah dianggarkan, dan pada tahun 2020 sebesar 94,18% hal ini
menunjukkan bahwa varians ini  masuk dalam kategori baik/selisih
menguntungkan (favourable) karena realisasi belanja lebih kecil dari yang
dianggarkan.

Suatu pemerintah dapat dikatakan baik dalam mengelola sumber
pengeluarannya, apabila realisasi belanja daerahnya tidak melebihi jumlah yang
dianggarkan. Hal ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat mampu
memanfaatkan dan menghemat anggaran belanja sehingga tidak melebihi dar
anggaran yang ditentukan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini mendukung
pendapat yang dikemukakan Mahmudi (2016:155) yaitu apabila terdapat selisih
kurang atau realisasi belanja kurang dari jumlah yang telah dianggarkan maka
kinerja keuangan belanja daerah dapat dikatakan sudah baik.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Ramadani et al (2016)
kinerja belanja Kota Samarinda dilihat dari varians belanja dikatakan cukup baik,
hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran
belanja selama periode 2010-2014 dengan angka rata-rata 9.48%. Sedangkan hasil
analisis varians belanja menunjukkan kinerja belanja pada Pemerintah
Probolinggo dapat dikatakan kurang baik, karena hal ini mengindikasikan adanya
kelemahan dalam perencanaan anggaran atau masih adanya program/kegiatan
yang belum dilaksanakan (Hasanah et al, 2016).

Sementara hasil penelitian Melinda (2017) menujukkan kinerja belanja
pada Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara dilihat dari varians belanja dapat

dikatakan cukup baik/menguntungkan karena Pemerintah Daerah Kutai
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Kartanegara mampu merealisasikan belanjanya terlihat bahwa realisasi belanja
lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan analisis varians
belanja pada kinerja pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan kurang efisien
karena belum mampu menghemat anggaran belanja. Hal ini terlihat dari adanya
angka realisasi yang melebihi angaran belanja yang ditargetkan (Fitra, 2020:14).
4.4.3 Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian diatas Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa
pertumbuhan pendapatan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan positif
sebesar 5,38% yang artinya realisasi pada tahun sebelumnya lebih kecil dari tahun
sekarang, pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -8,36%
dikarenakan realisasi pada tahun sebelumnya lebih besar dibandingkan tahun
2018, pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,07% yang
artinya realisasi pada tahun sebelumnya lebih kecil dari tahun sekarang, pada
tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,86% yang artinya realisasi
pada tahun sebelumnya lebih besar dari tahun sekarang dan pada tahun 2021
mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,98% yang artinya realisasi pada tahun
sebelumnya lebih kecil dibandingkan tahun setelahnya.

Pada tahun 2018 dan 2020 mengalami pertumbuhan negatif karena
disebabkan adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas aparatur penganggaran di tingkat SKPK relatif
belum memadai
2. Potensi PAD belum terdata secara optimal

3. Regulasi pengelolaan PAD belum memadai
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4. Belum optimalnya penatausahaan pendapatan daerah pada SKPK yang
mengelola PAD

5. Dalam pelaksanaan APBK tidak digunakan secara optimal

6. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat dan OPD

7. Kemampuan pengelolaan keuangan pada SKPK belum optimal.

Suatu pemerintah dikatakan baik apabila dapat mempertahankan dan
meningkatkan keberhasilan dalam mengelola anggaran selama beberapa periode
agar menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang positif. Hal ini berarti
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat sudah baik dalam mempertahanka dan
meningkatkan sumber daya pendapatan daerahnya, dapat dilihat dari rata-rata
pertumbuhan pendapatan yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,42%.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang dikemukakan Fitra (2019)
yaitu pertumbuhan pendapatan dapat dikatakan positif apabila realisasi
pendapatan tahun sekarang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun
hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Ramadani et al (2016) menunjukkan
Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dilihat dari Pertumbuhan
Pendapatan Daerah Pemkot Samarinda selama tahun 2010-2014, secara umum
mengalami fluktuasi (naik turun). Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata
pertumbuhan positif meningkat yaitu 16.75%. Sedangkan Kinerja Keuangan
Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pengunungan Bintang mengalami
pertumbuhan penurunan yang signifikan.

Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan pemerintah dalam menggali
potensi PAD di Daerah dalam menambah sumber pendapatan pemerintah daerah

(Layuk, 2019:4). Sementara hasil penelitian Setiani et al (2019:12) menunjukkan
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pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Cimahi  2009-2018 mengalami
fluktuasi dengan pertumbuhan positif, artinya Pemerintah Kota Cimahi dikatakan
cukup baik dalam merealisasikan pendapatan daerahnya baik Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Sedangkan
pertumbuhan realisasi pada kabupaten Solok Selatan menunjukkan pertumbuhan
positif sebesar 5.45%. Pertumbuhan realisasi yang positif akan berdampak baik
terhadap penggunaan anggaran seperti pengeluaran dan pembiayaan daerah untuk
kesejahteraan masyarakat (Fitra, 2020:14).
4.4.4 Analisis Pertumbuhan Belanja

Berdasarkan hasil penelitian diatas Anggaran dan Realisasi Belanja
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa pertumbuhan
belanja pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan positif sebesar 17,70% yang
artinya bahwa realisasi pada tahun sekarang lebih besar dari tahun sebelumnya,
pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -31,14% dikarenakan
realisasi pada tahun 2017 lebih besar dibandingkan tahun 2018, pada tahun 2019
mengalami pertumbuhan positif sebesar 12,91% yang artinya bahwa realisasi pada
tahun sekarang lebih besar dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 mengalami
pertumbuhan negatif sebesar -5,58% yang artinya bahwa realisasi pada tahun
sekarang lebih kecil dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2021 kembali
mengalami pertumbuhan positif sebesar 34,72% yang artinya realisasi pada tahun
sebelumnya lebih kecil dibandingkan tahun setelahnya. Pada tahun 2018 dan 2020
mengalami pertumbuhan belanja negatif karena disebabkan adanya kelemahan

dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Salah
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satunya adalah pertanggungjawaban belanja hibah belum sepenuhnya sesuai
ketentuan.

Suatu pemerintah dikatakan baik apabila dapat menyesuaikan inflasi dan
penyesuaian faktor makro ekonomi lainnya sehingga pertumbuhan belanja dan
pertumbuhan pendapatan seimbang. Hal ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten
Aceh Barat telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan
belanja daerah secara efisien setiap tahunnya, dapat dilihat dari rata-rata
pertumbuhan belanja yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 57,22%. Hasil
penelitian ini mendukung pendapat yang dikemukakan Mahmudi (2016:158) yaitu
pertumbuhan belanja daerah mengalami pertumbuhan positif disebabkan realisasi
pada tahun sekarang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Ramadani et al. (2016)
menunjukkan Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Samarinda dilihat dari
Pertumbuhan belanja selama tahun 2010-2014, secara umum menunjukkan
pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang
terjadi yaitu 18.26%. Sedangkan Kinerja Keuangan Belanja mengalami
pertumbuhan negatif secara umum Pemerintah Kabupaten Pengunungan Bintang
kurang mengupayakan pemanfaatan belanja dalam APBD yang memadai
sehingga menunjukkan hasil yang berbeda selama periode 4 tahun (Layuk,
2019:4).

Sementara hasil penelitian yang dilakukan Hasanah (2018:6) pada
Pemerintah Probolinggo menunjukkan pertumbuhan belanja yang positif dalam
meningkatkan pembangunan daerah dan melakukan penghematan yang tidak

mengurangi proporsi pembelanjaan. Sedangkan analisis pertumbuhan belanja
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Pemerintah Kota Cimahi periode 2009-2018 mengalami fluktuasi dengan
pertumbuhan positif, artinya Pemerintah Kota Cimahi dalam mengelola
pengeluaran belanja daerah dikatakan cukup baik dalam merealisasikan belanja

daerahnya (Setiani et al, 2019:12).



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

51 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian diatas, analisis data dan pembahasan yang
telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Barat dilihat dari Varians Pendapatan selama tahun anggaran 2017-2021
menghasilkan rata-rata sebesar 9,88%. Yang artinya kinerja keuangan
pendapatan pemerintah daerah belum dikatakan baik, karena varians
pendapatan dikatakan baik apabila mampu memperoleh pendapatan
melebihi jumlah yang dianggarkan.

2. Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
Aceh Barat dilihat dari Varians Belanja selama tahun anggaran 2017-2021,
menghasilkan rata-rata sebesar 91,09%. Yang artinya kinerja keuanga
belanja pemerintah daerah dapat dikatakan sudah baik, karena realisasi
belanja tidak melebihi target anggaran yang telah ditetapkan.

3. Penggunaan Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Barat dilihat dari Pertumbuhan Pendapatan selama tahun anggaran 2017-
2021 menghasilkan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 8,42%. Yang
artinya kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan cukup baik dalam
merealisasikan pendapatan daerahnya karena realisasi pada tahun
sebelumnya lebih kecil dari tahun sekarang.

4. Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten

dilihat dari Pertumbuhan Belanja selama tahun anggaran 2017-2021
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menghasilkan rata-rata pertumbuhan positif yaitu 57,22%. Yang artinya
kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan cukup baik dalam
merealisasikan belanja daerahnya karena realisasi pada tahun sekarang
lebih besar dari tahun sebelumnya dalam mengelola belanja daerah baik
belanja modal, belanja pegawai dan belanja tak terduga. Hal ini
dikarenakan  pertumbuhan pendapatan daerah juga mengalami
pertumbuhan positif yang menyebabkan tata kelola keuangan daerah dari
segi pemasukan maupun pengeluaran sudah baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan

saran kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dan mengoptimalkan

penerimaan serta potensi pendapatan yang telah ada. Inisiatif dan kemauan
pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

. Pemerintah daerah diharapkan dapat mempertahankan penggunaan

anggaran belanja secara efisien serta pengendalian dan pengawasan dalam

mengelola anggaran untuk menunjang pembangunan daerah.
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Lampiran 1: Data Penelitian Tahun 2017

DATA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017
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Lampiran 1 - Lanjutan




Lampiran 2: Data Penelitian Tahun 2018

DATA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018

DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018
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4.1.1.08.09 vm-:mwamwsummwn 3.600.000,00 0,00 000 0,00 (3.600.000,00)
(Fines Center) - LRA
a0 Pertandingan Oltvaga - LA om0 815087600 |
e YU i : ool B e kst 8 s o] et
4.1.1.09.00 Reklame PapanyBilboard/Videotron/Megatron - LRA. 221.000.000,00 0,00 314.971.1967 314.971.199,67 93.971.199,67
4.1.1.09.2 Reklame Kain - LRA '91.000.000,00 0,00 41.194.375,00 .194.375,00 (49.805.625,00)
4.1.1.09.03 Rexlame Medekat/Stiker - LRA 2.000.000,00 0,00 luxum;‘n‘ 5 T 1 Sl‘.vlﬂ.m‘ 9.614.300,00
410 Pajak Penerangan Jalan - LRA 7.000.000.000,00 0w 918150536300 918150534300 21815053030
a1 Pagsk Penerangan Jalan Dikasiian Send - LRA B 700000000000 L om | eamsms3n00 susrs05 34300 | | aumssu00
PR Pajak Paric - LRA ) " om| (.0000000)|
s Pajk parar - LA L000.00000 o (1.000.000,00)
s Pajsk i Tansh - LRA T nommem i o _anssom)
sate Pajsk A Tonah - oA 200000000 0w _anssom
sin Pajak Saang Burung Walt - LRA T oo ) ) 000000
4.1.1.83.0 Pajak Sarang Burung Walet - LRA 550.000,00
4.1.1.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA (77&749!,!!))
AR REASAS ANGEARA PENCHOATIN DA LA AT Wlaman 1 dart 19
ricied s Sinli)
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALIASY LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
4.1.1.14.08 Tansh Timbun - LRA 198.114.618,00 198.114.618,00 (51.885.382,00)
4.1.1.14.09 Pasic - LRA 347.608.230,00 (2391.770,00)
4.1.1.14.23 Pasic dan Kerikil - LRA (32.685.950,00)
4.1.1.14.38 Pasie Urug - LRA (45.231.110,00)
4.1.1.14.39 Kesikil - LRA 184.211.958,00
4.1.1.14.40 Koral/Batu Kali - LRA S (}%9—9152}3?:“1)‘
41118 (1:440.656.216,22)|
4.1.1.15.01 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dn Perkotaan - LRA 1.440.656.216,22)
PR Atas Tensh don ol
4.1.1.16.01 BPHTE 940.229.901,00
4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 9.503.673.500,00 7.
4.1.2.0 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA 2.672.200.000,00 2.483.906.500,00
a0 Pelayanen kesehatan 6 Puskesmss - LRA T e ammm o " asesrosion | 2ess77s0000 (165.482.500,00)
4.1.2.01.06 Termpet Pelsyansn Kesshaten Lainnya yang Sejenis yang 40.000.000,00 000 17.189.000,00 17.189.000,00 (22.811.000,00)
Dimdliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - LRA pm— cescsesesscoasl
4.1.2.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebershan - LRA 0| .
4.1.2.02.01 il J 646.237.500,00 0,00 600.810.000,00
Pembusngan Sementara - LRA
412,08 RetrusPeayarn Peir 6 Tepi oo Unnum - LRA
4.1.2.05.01 Peryediaan Pelayanan Parkir i Tepi Jalan Umum - LRA
4.1.2.06 Retribus Pelayanan Pasar - LRA ' <
4.1.2.06.02 Retribusi Pelsyanan Pasar - Los - LRA (114.950.000,00)
4.1.2.06.03 Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA (190.762.000,00)
4.1.2.07 Retribusi Pengujien Kendaraan Bermotor - LRA (137.000,00)
1200 Retrbus PKB - Mobil Penumpang - Miribus - LRA T s o]
4.1.2.07.04 Retribusi PKB - Mobil Bus - Micabus - LRA 1.606.000,00
4.1.2.07.05 Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA 165.000,00
4.1.2.07.06 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA (2.811.000,00)
4.1.2.07.07 Retribuusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA (2.290.000,00)
4.1.2.07.08 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA < 3.588.000,00 |
4.1.2.08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4.1.2.08.01 Pelayanan Pemesikeasn dan/atau Pengujian Alst Pemadam
Kebakaran - LRA
4.1.2.10 Retribusi Peryedisan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4.1.2.10.01 Peryediaan daryatau Penyedotan Kakus - LRA
4.1.2.12 Retribusi Pelayanen Tera/Tera Ulang - LRA .
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KODE REKENING URAIAN LEBIH / (KURANG)
TOTAL
220 Dana Penyesaian - LRA 000 .020.000,00 3 0|
4.2.2.00.0 Dana Insentst Daerah - LRA 0,00 . 35.250.000,000,00 000
4.2.2.00.06 Pendapatan Transfer Dana Desa darl APBN - LRA 220927.595.000,00 000 20, 20,
423 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 41.394.568.187,00 000 28.572.750.956,74 (12.621.837.230,26)
4.2.3.00 Pendapatan Bagl Hasil Pajak - LRA 41.394.566.187,00 000 28.572.750.956,74 (12.821.837.230,26)
4.2.3.00.00 Pendapatan Bagl Hasl Pajak - LRA 41.394.588.187,00 000 28.572.750.956,74 (12.821.837.230,26)
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAM - LRA 26.978.456.761,90 0,00 34.299.338.705,00 7.320.881.943,10
431 Pendapatan Hibah - LRA 26.978.456.761,90 000 34.299.338.705,00 7.320.681.943,10
4310 Pendapatan Hibah darl Pemerintah - LRA| 19.738.200.000,00 19.562.040.000,00 (176.160.000,00)
431000 Pendapatan Hisah dan Pemerintah
4310
4.3.1.00.0 Pendapatan Hesh dan Badan/Lembaga/Organisas Swasta 7240.256.761,90 000 14.737.298.705,00 7.497.041.943,10
dalam Negen - LRA
s BELANIA 1039.708.958.646,78 931.754.345.242,00 931.754.345.242,00 (107.954.613.604,78)
s BELANJA OPERAST 818.536.186.244,07 730.329.436.638,00 739.329.436.638,00 (79.206.749.406,07)
[ R WY Belanja Pegawal 464.084.184.012,78 426.961.207.651,00 426.961.207.651,00 (37.102.976.361,78)
s.1.1.00 Belanja Gafl dan Tunjangan
s.1.1.01.00 Belangs Ga Pokok PN/ Uang Representasi 233.917.790.277,00 233.917.790.277,00 (11.102.444.279,72)
s.1.1.00.02 Belanga Tungangan Kehiarga 21.104.248.493,00 21.104.248.493,00 (2.123.552.512,33)
5.1.1.01.03 Belanga Tungangan Jabatan 7.399.162.354,00 7.399.182.354,00 (241.186.700,00)
5.1.1.01.0¢ Belanga Tungangan Fungsional 14.562.235.000,00 14.562.235.000,00 (417.487.625,00)
5.1.1.01.08 Belanga Tungangan Fungsional Umum 4.559.751.300,00 4.559.751.300,00 (168.976.875,00)
5.1.1.01.08 Belanja Tunjangan Beras 12.373.825.589,00 12.373.625.589,00 (372.769.668,58)
s.1.1.00.07 Belang Tunjangan PP/ Tunjangan Knusus 541.724.928,00 $41.724.928,00 (20.966.739,67)
s.1.1.01.08 Belanga Pembulatan Gajl 3.320.508,00 3.320.508,00 (103.591,90)
5.1.1.01.09 Belanga luran Jaminan Kesehatan 6,608.321.260,00 6.606.321.260,00 (171.404.779,53)
s.1.1.01.10 Belanys Uang Paket 46.132.000,00 48.132.000,00 (10.864.796,00)
s.1.1.000 Belanga Tungangan Badan Musyawarah 18.818.100,00 18.618.100,00 (2:456.268,00)
s.1.1.00.12 Belanga Tungangan Komist 35.078.400,00 35.078.400,00 (7.918.218,00)
s.1.1.01.13 Belang Tungangan Badan Anggaran 18.818.100,00 18.618.100,00 (2.456.268,00)
5.1.1.00.14 Belangs Tungangan Badan Kehormatan 5.663.700,00 5.663.700,00 (1.278.462,00)
s.1.1.0118 Belanga Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 10.413.900,00 10.413.900,00 (599.195,00)
5.1.1.01.16 Belanps Tungangan Perumaan 2:920,800.000,00 2.920.800,000,00 000
s.1.1.01.19 Belanys Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 110.680.000,00 110.880.000,00 (241.920.000,00)
s.i.t.0.n Belanya luran Jaminan Kecelakaan 563009333,99 483.395.659,00 483.395.659,00 (79.613.674,99)
s.1.1.0.2 Belanga luran Jaminan Kematian 134171480931 000 1.436.604.603,00 1.438.604.803,00 96.689.993,60
LAPCRAN REALISAS! AVGGARAN PENOAPATAN CAN BELANIA DAERAN Halaman 6 darl 19
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
5/d PERIODE LALY ToTAL
s.1.s Belania Hibah 8.225.030.000,00 000 7.831.425.000,00 (393.605.000,00)
5.1.5.05 Betangs rinah kepads BadanyLembaga/Organsasi 5.176.430.000,00 000
5.1.5.05.00 Betanga Hibah kepads Badan/embaga/Organisasi
5.1.5.08 BOP PAUD Masyarakat/Snasta
5.1.5.08.00 80P PAUD Masyarakat/Swasta 0,00
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 6.073.000.000,00 000 4.137.111.000,00 4.137.111.000,00 (1.935.889.000,00)
s.1.6.00 1.000.000.000,00 000
5.1.6.01.01 Belanys Bantuan Sosiad kepada Organisasi Sosisl 1.000.000.000,00 000
Kemasyarakatan ... i
5.1.6.02 Belanga Bannuan Sosial kepada Masyarakat ... somomoeee0| 000 3217.111.000,00 321711100000 | (1.855.889.000,00)
5.1.6.02.01 Belangs Santuan Sosiad kepada 000 3.217.111.000,00 3.217.111.000,00 (1.855.889.000,00)
5.2 BELANIA MODAL 206.924.209.322,00 000 192.424.908.404,00 192.424.908.404,00 (24.499.300.918,00)
s.2.1 Belanja Modal Tanah 000 4.485.505.564,00
5.2.1.08 Belanga Modal Tanah - Pengadasn Tansh Tandus/Rusak 000
5.2.1.08.00 Bekanja Modal Tanah - Pengadan Tanzh Tandus.
s.2.1m Betans Modal Tansh - Pengadasn Tansh Untuk Sangunsn
Gedung
s.2.1.11.0 Belana Modal Tansh - Pengadaan Tanzh Bangunan
Perumshan/G. Tempat Tinggal
s.2.nn.e ‘Tanah - Pengadaan
‘Gedung Perdagangan/Penusahaan
5.2.1.11.04 Tanah - Pengadazn
Tempat Kerf/lasa
s.2.1.13 Belanga Modal Tansh - Pengadasn Tansh Untuk Sangunan Bukan
Gedung
s.21B.e
5.2.2 Belanja Modal Peraiatan dan Mesin
s.2.2.03
5.2.2.03.0¢ Betanfa Modal Peralatan dan Mesin - Pengadasn Electic
Generating set
5.2.2.03.05
5.2.2.08 At Ang
Darat Bermotor
5.2.2.06.02 w 63514200000 000 34
Bermotor Penumpang
5.2.2.06.0¢ 3.960.000.000,00 000 3724.040240,00 3.724.040.240,00 (235.959.760,00)
Bermotor Khusis
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Lampiran 3: Data Penelitian Tahun 2019

DATA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
LAP REALISASI PEND; DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januisei 5.8 31 Desember 2019

KODE REKENING URATAN ANGGARAN Soa— LEBIH / (KURANG)
3/d PERIODE LALY PERIODE INI TOTAL
4 PENDAPATAN - LRA 1.425.410.708.131,00 000 1399.139.15052.32 1399.139.190 52,2 (26.271.517.598,68)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 166.876.962.235,00 000 151799291 478,27 153799201478, 27 (12077.670.756,73)
4.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 17.299.885.161,00 000 20.401.524.683,10 20.401.524.683,10 110169.52,10
4.1.1.08 Pajak Hotel - LRA - 163.000.000,00 .om 251.711.000,00 35171100000 68.711.000,00
4.1.1.06.01 Hotel - LRA 150.000.000,00 000 6221500000
4.1.1.06.@ Losmen - LRA 3100000000 0o
4.1.1.07 Pajsk Restorsn - LRA 2.385.000.000,00 om
LR Xl Restorsn « LRA 580.000.000,00 000
sLL0.@ Rumah Makan - LRA 60.000.000,00 00
4.1.1.00.8 Kafetzria - LRA 55.000.000,00 00
4.1.1.07.05 Warung - LRA 1691.000.000,00 o
4.1.1.08.@ Pagelaran Kesersar/Musk/TarBusana - LRA 31.000.000,00 0
4.1.1.08.08 Pacuan Kuda, Kendaraan Bermator, Permainan Ketangkasan - 1.500.000,00 000
A
4.1.1.08.09 Pants Pij, Refleksi, Mandi Uzgy Spa dan Pusat Kebugaran 100000000 0% 0% 000
(Fitnes Certer) - LRA
4.1.1.08.10 Pertandingan Olsheags - LRA 27.000.000,00 0% 117.779.504,00 117.779.604,00
4.1.1.00 Pajsk Rekdame - LRA 340.000.000,00 0% 406.006.527,50 . %0602%52750
41r0m.0 Reldame PaperyBiiboard Videotron/Megatron - LRA 280.000.000,00 00 36387202750 36187202750
41.1.0.@ Rekiame Kain - LRA 50.000.000,00 0 215450000 215450000
4.1.1.00.03 Rekiame Melekat/Sther - LRA o 100000000 | 000 : 000 ..
e g iy B sy crl] DO - SR IR i DA
41100 Pajiak Penerangan Jaian Dibasian Sendiri - LRA 8.000.000.000,00 000 10.107.653.116,00 10.107.653.116,00
4111 Pajak Parkir - LRA 500.000.00 000 500.000,00 . 500.000,00
411110 Pajak Parkir - LRA B . J A8 _sooo000 | 50000000
41112 Pajak Ar Tanah - LRA 30.000.000,00 000 81500 44621 640,00
41120 Pajak Ar Tanah - LRA 30.000.000,00 000 481590
41113 Pajak Sarang Burung Walet - LRA . 3400000000 000 34.550.000,00
4.1.1.3.0 Pajak Sarang Burung Walet - LRA - _3goo0m000 [ ol . 3455000000
4.1.1.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA 2.100.000.000,00 0% | 3.371.557.430,00
REALISAST
KODE REKENING URAAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
5/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
‘Tanzh Timbun - LA 250.000.000,00 00 1811.330.725,00 1811330.725,00 156133072500
Pask - LRA 350.000.000,00 00 22051235500 2051235500 (129.487.645,00)
Pask dan Kerid - LRA 395.000.000,00 000 576.236.750,00 576236.750,00 18123675000
Pask Urug - LRA £0.000.000,00 00 2557018000 25.570.180,00 (54.129.820,00)
Kersd - 124 £75.000.000,00 00 53895469500 538.954.695,00 (136.045.305,00)
KoraBat Kall - LRA| 350.000.000,00 0 | 198.652.725,00 198552.725,00 (151.347.275,00)
Papk "
sTE
4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA
s.1.2.00 Rewribusi Petsyansn Kesehatan - LRA
s1.2.01.01 Pelayann keschatan & Puskesmas - LRA
.1.2.01.06
‘D canyatau Dikeloks oleh Pemds - LRA
s1.2.@ Retribusi Petzyanan Perssmpshan/ Kebershan - LRA
S12.@.0
Pembuangan Sementara - LRA
4.1.2.05 Retribusi Petayansn Parkir & Tept Jalan Umum - LRA
4.1.2.05.01 & Tept Jatan
4.1.2.08 Retribusi Pelzyanan Pasar - LRA
4.1.2.06.02 Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA
4.1.2.06.03 Retribusi Petayanan Pasar - Kios - LRA
4.1.2.07 Retribus Pengugian Kendaraan Sermoior - LRA . 1o
4.1.2.07.03 Retribusi PXB - Mobil Penumpang - Minbus - LRA 235.000,00 00 14000000 14000000 (25.000,00)
41> m 0 Rstrituri PXR - Mol Ao - Mirobuss -1 R4 11 samnm am 18707 00000 10797 00000 onzomon
4.1.2.07.05 Retribusi PXE - Mot Bus - Bis - LRA 520.000,00 000 500.000,00 500.000,00 (20.000,00)
4.1.2.07.06 Retribusi PXE - Mobil Barang/ Beban - Fick Up - LRA 7.282.00000 000 44.135.00000 44.135.000,00 (3.147.000,00)
4.1.2.07.07 ‘Retribusi PXE - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA 40.00.00000 000 3286200000 286200000 (7.178.000,00)
4.1.2.07.08 Retritusi PXE - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA 20.100.000,00 000 21.035.00000 21.035.000,00 935.00000
4.1.2.08
4.1.2.8.00
Kebakaran - LRA
4.1.2.10 A
4.1.2.0.00 Penyediaan dan/atau Penyedotan Kalus - LRA
4.1.2.02 Revibusi Pelsyanan Tera/Tera Uang - LRA
Halaman 2 dar 20
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REALISAST
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LESIH / (KURANG)
5/d PERIODE LALY PERIODE INI TOTAL
4.2.1.05.11 Tungangan Knuses Goru - LRA 15.516.014.000,00 000 892167965000 8921 879.640,00 (6:534.134.360,00)
42.1.05.13 Dana Pelayanan Adminsras Kependuduian - LRA 1.163.597.000,00 00 126312706000 1263.127.060,00 99530.060,00
2.1.05.1¢ Areditasi Labkesda - LRA 326.350.000,00 000 0% 000 (326.350.000,00)
2.1.05.15 1283.700.000,00 0% 128370000000 1263.700.000,00 00
Kesetaraan - LRA
225 Lainoya 357.760.438.936,00 000 367.11032936,00 367110232 936,00 (650.206.000,00)
22,00 ‘Dana Oronom Kiusus - LRA 106.185.848.936,00 00 105.185.848.936,00 106.185.548.936,00 00
4.2.2.00.0 ‘Dana Oranomi Kiusis - LRA 106.185.848.936,00 000 106.185.848.936,00 106.185.848.936,00 00
1.2.2.0 Dena Penyesuzian - LRA
2.0 Dana Insentf Daessh - LRA 12.092.064.000,00 000 12.092.064.000,00 12.092.064000,00 000
S2.2.m.06 ‘Pendapatan Transfer Dana Desa dari APEN - LRA| 249.482.526.000,00 000 248.832.220.000,00 248,832 320.000,00 (650.206.000,00)
4.2.3 Ra 000
1230 Pencapmanfagitasipapk-A | :sssnosm 000
.2.3.00.00 Pendapatan Bag Hasl Pajak - LRA
2.4 Bantuan Keuangan - LRA
42.4.0
™
2.4.01.01 ‘Santuan Keuangan dari Pemerintzh Doersh Provinsi Acsh - LRA 000
3 000
431 Pendapatan Hibah - LRA 000
3.1.0 ‘Pendapatan Hissh dar Pemerintah - LRA 000
3100 Pendapatan Hibsh dari Pemeretah
1m A
Negen - LRA
131.@.0 00 1
calam Negeri - LRA
s BELANOA 00 1052106351 389,69 1.052.106.351. 389,63 (140.969.087.847,57)
5.1 BELANIA OPERAST 000 7885924273286 7885024273868 (86.097.242.427,57)
s.1.1 Belanja Pegawai 000 445.029.178634.00 445.029.178.634,00 (46.268.100.667,68)
s.11e ‘Setanj2 Gaj dan Tunjangan 000
s.11.0.0 G Polok PN/ Uang Representasi 000 (10511.538.410,68)
s.11.0.02 Belanga Tunjangan Kekiarga 000 21.871.069.508,00 21.571.069.508,00 (4:418.514.793,00)
s.1.1.01.03 Belanga Tunjangan Jatatan 000 7.296.960.806,00 7.296.960.806,00 (665424 482.00)
s.1.1.01.0¢ ‘Betanya Tunjangan Fungsional 00 14375.966.000,00 14375.968.000,00 (1.137.452.375,00)
S11o0s Betanga Tungangan Fungsional Umum 000 4750.145.000,00 4.750.145.000,00 (49.474.375,00)
S1101.06 Belanga Tunjangan Seras 000 1211544692500 1211544692500 (3.156.247.014,00)
1PORAN REALISAS ANGEARAN PERCAPTAN DA Halaman 6 dant 20
REALISAST
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
5/d PERIODE LALY PERIODE INI ToTAL
s.1.6.02.01 Belanja Santuan Sosial kepada .. 000 |
s.1.6.03 Belanja Bantuan Sosal kepaca Anggota Masyarakat 000 |
s.1.6.0.00 Betanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyaraiat... 2 200 000 2 2
5.2 BELANIA MODAL 317.507.572.481,00 0% 0 o
s.2.1 Belanja Modal Tanah 7.164573275,00 000 6019.749.799,00 6.019.749.799,00 (1.145.123.476,00)
s.2.1.06 Belana Modal Tanah - Pengadaan Kolam lian 000 3 (91611.747,00)
5.2.1.06.02 Betanja Modal Tansh - Pengadaan Kolam Ikan Al Tawar 1.000.000.000,00 | _em| | sos3sm25300 908.388.253,00 (o1611.747,00)
s.2.1.08 Belanja Modal Tanzh - Pengadaan Tansh Tandus/Resak. 00 (18.400,00)
s.2.1.08.01 Belanja Modal Tanah - Pengadsan Tansh Tandus.
s.2.1m Selanja Modal Tanzh - Pengadtaan Tansh Untuk Bangunan
Geding
s.2.1m0 Belanj2 Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan 087327500 000
Gedung Perdagangan/Perusahian
s.2.1.11.08 Betanja Mocal Tanah - Pengadaan Tanh Untuk Bangunan 5.000.000,00 000
Tempat Kerja/lss
s.2.1.1m.08 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong 5.839.000.000,00 om
s.2.1.m3 Selana Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan 00 |
Gedung
s.2.1.p.0m Belanja Mocal Tansh - Pengadazn Tanzh Lagangan Okch Raga 200.000.000,00 000
s.2.2 Belanja Modal Peraiatan dan Mesin 6.301.790.477,00 000
s.2.2.m 000
s.2.2..03 000
s.2.2..08 Betanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 571875000 000
s.2.2.0.07 Betanja Mocal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit $62.000.000,00 000
s.2.2.08 Angh 0%
Dorat Bermotor N
5.2.2.00.02 00
Sermotor Penumpang
5.2.2.00.03 000 340615.000,00 349615.000,00 (180.385.000,00)
Sermotor Anghutan Sarang
s.2.2 500.000.000,00 0% 498.300.000,00 458.300.000,00 (1700.000,00)
Sermotor Knss
s.2.2 1.899.600.000,00 000 179588082500 1.795.880.825,00 (103919.175,00)
Bermotor Beroda Du ot
s.2.2.0 0%
Apung Tak Bermotor N
5.2.2.0.010 Al Angh 45.000.000,00 00
‘Apung Tak Bermotor Untuk Sarang

Halaman 12 dari 20
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Lampiran 4: Data Penelitian Tahun 2020

DATA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
peinge 1 Januari 5.0 31 Desember 2020

REALISAST
(ODE REXENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU 'PERIODE INI TOTAL
+ PENDAPATAN - LRA 1.319.983.684.574,00 0,00 1 1 7. 59
(28 8 'PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 159.371.121 210,00 0,00 149.925.456.946,59 149.905.456.946,59 (9.445.664.263,41)
(2% 05 § Pendapatan Pajak Daerah - LRA 18.938.112 758,00 000 21.169.676.518,59 21.169.676.518,59 2.231.563.760,59
1.1.1.06 Pajak Hoted - LRA 000
1.1.1.06.01 Hotel - LRA
j.1.1.06.03 Losmen - LRA
l1.1.07 Pajak Restoran - LRA
f.1.1.07.01 Restoran - LRA 0,00
f.1.1.07.02 Rumah Makan - LRA 30.000.000,00 o0 57.790.000,00 57.790.000,00 27.790.000,00
t.1.1.07.03 Kafetaria - LRA 000
i.1.1.07.05 Warung - LRA i
l.1.1.08 Pajak Hiburan - LRA 0 000
f.1.1.08.02 Pagelaran Kesenian/MusilyTaryBusana - LRA 100.000.000,00 a0 59.049.236,50
f.1.1.08.08 ‘Pacuan Kuda, 2.000.000,00 000 0,0
RA
1.1.1.08.09 Pants P, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran. 3.500.000,00 000 798.000,00
(Ftres Canter) - LRA
I.1.1.08.10 Pertandingan Olaivaga - LRA 1450000000 000 suzans |
f.1.1.09 Pajak Reddame - LRA Il L m . . w . . mmzls)n )
f.1.1.09.01 Reidame Papan/Billboant/Viceoron/Megatron - LRA 280.000.000,00 o0 345.796.206,74
f.1.1.09.02 Reidame Kain - LRA 68.000.000,00 000
1.1.1.09.03 Reidame Melekat/Stier - LRA 2.000.000,00 000 o,
1.1.1.09.05 Reldame Berjalan - LRA 000
L1110 Bkt ] JASRERERY e VL SRRTSAN ]
f.1.1.10.00 Pajak Penerangan Jalan Dihasilan Sendirl - LRA '9.250.000.000,00 a00 9.998.375.113,00 9.998.375.113,00 74837511300
(S S 84 Pajak Parkir - LRA. 000 11.000.000,00
11110 Pajak Parkr - LRA 000 11.000.000,00
112 Pajak Air Tansh - LRA o | 4135415400 | s
iz Fajak A Tanzh - LRA om| asuse | 4135415400 135415400
f.1.1.13 Pajak Sarang Burung Walet - LRA o . J w VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
l1.1.13.01 Pajak Sarang Burung Walet - LRA 25.000.000,00 000
ORAN REALISAS! ANGLARAN PENDAPATAN DA SELANIA DAERA Halaman 1 dani 21
KODE REXENING URATAN
4.1.1.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA o |
4.1.1.14.07 Tanah Liat - LRA 000 000 1.792.800,00 1.792.800,00
4.1.1.14.08 Tanah Timbun - LRA 400.000.000.00 000 200.488.675,00 200.488 675,00 (199.511.325,00)
41140 Pasr - LA 150.000.000,00 oo 1986750 187,036 745,00 BT
4.1.1.14.3 Pasi dan Keridl - LRA 150.000.000,00 000
4.1.1.14.38 Pasi Urug - LRA 50.000.000,00 000 51.362.100,00 51362 100,00 1362 100,00
4.1.1.14.39 Kerkd - LRA 150.000.000,00 a0 320.327.205,00 320327.205,00 170327.205.00
4.1.1. 4.9 KoralfSatu Kak - LRA 100.000.000.00 000
4.1.1.15
st Papk
4116 o0
4.1.1.16.01 BPHTB 4.000.000.000,00 000 4.268.605.197,00 4.268.605.197,00 268.605.197,00
+.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 56000 000 [
4.1.2.00 Retrdusi Pelayanan Kesehatan - LRA 000 2
s12.00m Pelayanan kesehatan & Puskesmas - LRA 3.028.000.000,00 000 2554343500,00 25543550000 (473.556.500,00) |
4.1.2.01.06 25.000.000,00 000
A donyio (it ol Fomds LA sessssassnas - cofecrannnannaan B e cesssssscanend
s12.@ Rerins Petayanan Persampahany Kebershan - LRA . setemo000 | 00 65300000 s 3000000 10052500000
4.1.2.2.00 000
Pembuangan Sementara - LRA 4
4.1.2.05 Retritusi Pelayanan Parkir & Tepi Jatan Umum - LRA 120.000.000,00 000 121.500.000,00 g ummmr o 1.500.000,00
4.1.2.05.01 Penyediaan Pelayanan Parkir & Tepi Jalan Umum - LRA 120.000.000,00 L 000 121.500.000,00 Ill_‘llmr N 1.500.000,00
4.1.2.06 Retribusi Pelayanan Pasar - LRA 260.100.000,00 a0
4.1.2.06. Retrusi Petayanan Pasar - Los - LRA 5005500000 o0 %.350000,00 35000000 1628500000
4.1.2.06. ‘Retrusi Petayanan Pasar - Kios - LRA o0 71.092000,00 7100000 (108.543.00000)
T2 Taifhust Pongegion Kondiumnn Humitr - MR S -~ B o W - e e
4.1.2.07.03 Retribusi PKB - Mobl Penumpang - Minibus - LRA 4812500 a0 1.343.000,00 1.343.000,00 129487500
4.1.2.07.0¢ Retridusi PXE - Mobil Bus - Microbes - LRA 10.062 500,00 a0 6.429.000,00 6.429.000,00 (3.633.500,00) |
4.1.2.07.05 Retridusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA. 405.000,00 000 115.000,00 115.000,00 (291.000,00)
4.1.2.07.06 Retritusi PKS - Mobil Barang/ Beban - Fick Up - LRA '38.960.000,00 000
1200 ‘Retsi PXE - Mol Barang/ Beban - Light Truck - LRA 3295000000 oo Es0m® 653 W00 (6.115.000.00)
4.1.2.08 Retidusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA 220.000,00 om0 0.0 200 (220.000,00)
s12.8.0
Kebakaran - LRA
4.1.2.10
o —




Lampiran 4- Lanjutan

REALISAST 10
'3/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
4.2.1.05.06 Nivedzas Puskesmas - LRA 683.128.000,00 000 00 000 (683.128.000,00)
4.2.1.05.07 Jaminan Pessalinan - LRA 610.726.000,00 000 00 000 (610.726.000,00)
4.2.1.05.08 ‘Bantuian Operasionsl Kehuarga Bevencans - LRA 4.489.230.607,00 000 -
4.2.1.05.11 Tungangan Khusus Gar - LRA 2499.701.000,00 000 3.448.562.000,00 3.448.562.000,00 94886100000
4.2.1.05.3 Dana Pelayansn Administrasi Kependudukan - LRA 728.388.562,00 000
4.2.1.05.15 1.114.250000,00 000 000 000 (1.414.250.000,00) |
Kesetaraan - LRA
4.2.1.05.16 ‘Pengawasan Obat dan Makanan - LRA 175.552.000,00 000 000 (175.52.000,00)
4.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 3637771932000 000 363.070.641.320,00 (706.558.000,00)
4.2.2.m1 Dana Otonomi Kuss - LRA 7432417032000 000 74324.170320,00 000
4.2.2.01.01 Dana Otonoms Knusus - LRA 74324.170320,00 om0
4.2.2.0 Dana Penyesusian - LRA 289.453.029.000,00 00 288.746.471.000,00 (706.558.000,00)
4.2.2.03.03 ‘Dana Insentf Daersh - LRA 38.620.701.000,00 000 38.820.701.000,00 000
4.2.2.03.08 Pendapatan Transfer Dana Desa dari APSN - LRA| 250.632.328.000,00 000
4.2.3 Pendapatan 27.939.765.387,00 000 37.337.9%0.754,80 37.337.990.754.00 9.396.205.367,00
4.23.0 Pendspstan Bagh Hasi Pajak - LRA 27.939.785.387,00 000 37.337.990.754,00 373379975400 9.398.205.367,00
4.2.3.00.00 ‘Pendapatan Bags Hasd Pajak - LRA 27.939.785.387,00 000 37.337.990.754,00 37.337.990.75400 9.398.205.367.00
4.2.4 Bantuan Keuangan - LRA
4.2.4.00 Doeran
A
4.2.4.01.00
4.3
43 Pendapatan Hibsh - LRA
4.3.1.0 Pendapatan tibsh dar Femerintah - LAA
4.3.1.01.00 ‘Pendapatan Hidsh dari Pemerintah
4.3.1
Negeri - LRA
4.3.1.0.00 000 000
dalam Neger! - LRA
s BELANOA 1104.772.167.316,89 0% '993.468.521.285,57 (111.303.646.031,32)
5.1 BELANIA OPERAST 810.155.630.816,89 000 720.662.431.926,46 (89.453.198.690,43)
s.1.1 Belanja Pegawai ST9I78528.18452 000 520.124.330.390,00 (59.254.197.794,52)
s.1.1.01 Belanya Ga dan Tunjangan
s.1.1 ‘Belanja Gaj Pokok P/ Uang Representasi 000 241.269.844.505,00 241.289.844.505.00 (16.3%.158.151,62)
s.1.1 ‘Beltanjs Tunjsngan Kekiarga 2364434711000 000 21.501627.221,00 21.503627.221.00 (2.140.719.589,00) |
5.1.1 ‘Beltanja Tunjangan Jadatan £192291.548,00 000 7.420.798.900,00 7.420.7%8.90000 (71.452.648,00)
LAPORAN REALISAS! ANGGARAN FENDAPATAN DA SELAKIA DAERA Halaman 6 dari 21
KODE REKENING URATAN ANGGARAN e LEBIH / (KURANG)
5/ PERIODE LALY PERIODE INI TOTAL
4.2.1.05.06 Miredzas Puskesmas - LRA 000 00 000 (683.128.000,00)
4.2.1.05.07 Jaminan Pessalinan - LRA 000 00 000 (610.726.000,00)
4.2.1.05.08 ‘Bantuian Operasional Kehuarga Bevencans - LRA 000 -
4.2.1.05.11 Tungangan Khusus Gar - LRA 000 3.448.562.000,00 3.448.562.000,00 94886100000
4.2.1.05.3 Dana Pelayansn Administrasi Kependudukan - LRA 000
4.2.1.05.15 000 000 000 (1.414.250.000,00) |
Kesetaraan - LA
4.2.1.05.16 ‘Pengawasan Obat dan Makanan - LRA 0% 0w 000
4.2.2 Pendapstan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 000 363.070.641.320,00 363.070.641.320,00
4.2.2.m1 Dana Otonom Kusus - LRA 000 74324.170320,00 7432417032000
4.2.2.01.0 Dana Otonoms Knusus - LRA
4.2.2.0 Dana Penyesusian - LRA
4.2.2.03.03 ‘Dana Insentf Daersh - LRA 000 38.820.701.000,00
4.2.2.03.08 Pendapatan Transfer Dana Desa dari APSN - LRA| 000
4.2.3 Pendapatan 000 37.337.9%0.754,00 37.337.990.754.00
4.23.0 Pendspstan Bagh Hasi Pajak - LRA 000 37.337.990.754,00 37.337.99.754.00
4.2.3.00.00 ‘Pendapatan Bags Hash Pajak - LRA 000 37.337.990.754,00 37.337.9%0.75400
4.2.4 Bantuan Keuangan - LRA 000 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
4.2.4.0 Deeran 00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
) . ot
4.2.4.01.00
4.3
a3 Pendapatan Hibsh - LRA
4.3.1 Pendapatan Hibah dar Pemerintah - LRA
4.3.1. ‘Pendapatan Hibsh dar Pemerintah
4.3.1
Negeri - LRA
4.3.1.0.00
‘dalam Negert - LRA
s BELANOA 1104.772.167.316,89 000 993.468.521.285,57 993.468.521.285,57 (111.303.646.031,32)
5.1 BELANIA OPERAST £10.155.630.816,89 000 720.662.431.926.46 720.662.431.926,46 (89.453.198.690,43)
s.1.1 Belanja Pegawai 5737852818452 000 520.124.330.390,00 520.124.330.390,00 (59.254.197.794,52)
s.1.1.01 Belanys Ga dan Tunjangan 401.930.107.938,52 000 369.536.481.879,00 369.536.481. 679,00 (32.393.626.059,52)
s.1.1.01.00 ‘Belanja Gaj Pokok PS/ Uang Representasi 257.688.002 656,62 000 241.269.844.505,00 241.289.844.505,00 (16.3%.158.151,62)
s.1.1.01.02 ‘Beltanjs Tunjsngan Kekisrga 2364434711000 000 21.501627.221,00 21.503627.221.00 (2.140.719.589,00) |
5.1.1.01.03 ‘Belanja Tunjangan Jadatan £192.291.548,00 000 7.420.798.900,00 7.420.7%8.900,00 (771.452.648,00)
AP REALISAS! ANGLARAN FENDAPATAN DA SELANIA DAERH Halaman 6 dar 21




Lampiran 5: Data Penelitian Tahun 2021

DATA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021

REALISAST
URAIAN (%) LEBIH / (KURANG)
BULAN LALU 'BULAN INI PERIODE INI
PENDAPATAN DAERAN 1321,062,239,778.00 |  1,142.219,492165.58 | 196,286,841,288.43 |  1340,506,333,454.01
PPENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) e 1 37,850,088,304.00 96,821,891,523.58 37,817,342,760.43 134,639,234,284.01
1 Pajak Doerah 23,887,398,758.00 20,707,707,135.47 3,838,660,172.00 24,546,367,307 47
L3 Pajs kel 189,000,000 BN N 15 N Y .. Y. )
La Pajsk Restoran 3,453,796,758. 3,587,732,289.90 $45,528,735.00 4533,361,024.40
L1.51 Pajek Hiburan 200,000,000 149,391,993.50 14,880,742.00 164,272,735.50
.1.60 Pagak Reklame. 450,000,000. 30,638,152.00 1830411587
an Pagak Penerangan Jalan Sumber Lain '9,800,000,000. 9,269,124,797.00 501,384,308.00 10,170,408,105.00
an Pajak Parkie 4,500,000.00 0.00 8,758,000.00 8,758,000.00
n pajsk Ak tanah 50, 00 75,057 586,00 600 75,057,686.00 |
1M Pajak sarang bunng walet 40,000,000.00 '41,556,600.00 T1506,560.06 3
L Pajsk Mineral bukan Logam dan Batusn Lainoya 1 ,000.00 1,313,596,030.00 1/6%,152.410.00
L PesP2 1,700,000,000.00 1,514,766,672.00 163,258,728 00 1,678,025,400.00
B BPHTB Pemberian Hak Bars 5,500,000,000.00 4.325,041,746.95 1.283,750,087.00 5,608,791,833.95
2 Retribusi Daerah 7,592,292,860.00 5,216,560,260.00 676,150,371.55 5,892,710,631.55
2. Retrbusi Pelayanan Kesehatan | S 82,7000 | 8 1A K18 55 EAL-XS
L2.00.00 Retrusi Pelayanan Kesehatan & Puskesmas 3,028,000,000.00 1,722,165,550.00 389,678,816.55 2,111,844,366.55
.2.00.06 Kesehatan & 60,000,000.00 67,117,200.00 6.456,000.00 73,573.20000
lainnya Yang sejens
2@ Retribusi Petayanan Persampahan/Kebersinan 734,400,000.00 537,965,000.00 69,415,00000 607,380,000.00
2.@.0 Retrbusi Pelayansn Persampshen 734,400,000.00 537,965,500.00 69.415,000.00 607,380,500.06
L2.04 Retrbusi Pelayanan Parkir Di Teps Jalan Umum IQ E!mm 129,550,000.00 10,000,000.00 139,550,000.00
.2.04.00 Retibusi Penyedisan Pelayanan Parkir Di Tept Jatan Uimum 120,000,000.00 29,550,000.00 10,000,000.00 135,556,000.00
208 Retribusi Pelayanan Pasar 203,000,000.00 i 13,767,000.00 116,311,000.06
L2.05.02 Retriusi Los 58,565,000.00 "$3,500,000.00 7,000,000.00 '35,500,000.00
.2.05.03 Revusi Kios 144, 00 70,044,00.00 6.767,000.00 76,811,600.00
.2.08 Retrbusi Pengujian Kendaraan Bermotor 114,359,000.00 19,360,000.00 6,295.000.00 25,655,000.00
.2.06.00 Penguian Kendaraan Besmotor 114,359,000.00 15,360,000.00 6.255,000.00 35655,600.00
2.w Retrbus Pemeriksain Alst Pemacam Kebasaran 140,000.00 ) 0%
.2.07.00 140,000.00 000 000 0.00
.2.09 Retrbusi Penyediaan dan/atau Penyecotan Kakus. 179,900,000.00 151,900,000.00 44,325,000.00 196,225,000.00
.2.09.00 Retribusi Penyediaan danatau Penyedotan Kakis 179,900,000.00 181 44,325,000.00 196,235,000.00 |
.2.1 Retribusi Tera/Tera Uang 51,000,000.00 53,172,000.00 10,080,000.00 63,252,000.00
XODE 'REALISAST
URAIAN
P— 'BULAN LALU 'BULAN INT PERIODE INI o0
OEEwTY Rt ey aran e AN 51,000,000.00 517200000 5,080,005 S=10000 e
4.1.2.3 123,037,860.00 124074, 55223000 165,
4.1.2.83.01 Retribusi Pengamasan dan Pengendaien 123,037,860.00 124,074 280.00 55224000 129,996 550.00 105
4.1.2.4 Retrbusi Pemakaian Kekayaan Daerah [000.00 1,046,110,980.00 59,511,580.00 1,105,722, 860.00 7L
4.1.2.14.00 Retrdusi Penyewaan Tanah dan Bangunan. 618,300,000.00 653,550,980.00 8,512,000.00 662,062.980.00 107
4.1.2.14.03 Retridusi Penyewaan | 20,000,000.00 17,000,000.00 3,000,000.00 20,000,000.00 100.00
4.1.2.14.0¢ Retritusi Penyewasn Laboratorum '5,000,000.00 000 715958000 7,159,880.00 143
4.1.2.14.05 Retridusi Pemakaian Ruangan 25,000,000.00 '14,000,000.00 §.500,000.00 90.0
4.1.2.14.06 Retribusi Pemakaian Kendirazn Bermoter 134,388,000.00 ,400,000.00 0,090,00000 36.400,000.00 EX
4.1.2.14.07 Retrdusi Pemakaian Aat 742,500,000.00 325,160,000.00 22,440,000.00 '347,600,000.00 46.8
4.1.2.15 Retribusi Pasar Grosir danjatau Pertokoan '987,200,000.00 854,350.000.00 19,450,000.00 913,800,000 00 25
4.1.2.15.02 987,200,000.00 894,350,000.00 19,450,000.00 913,800,000.00
4.1.2.1 Retrbusi Terminal 199,468,000.00 132,677,000.00 215750000 15421450000 73
4.1.2.17.00 Penyediaan Tempat. 98.5! 00 91,457,000.00 8,797,500.00 100,254,500.00
dan Bus Umum
4.1.2.7.02 Penyediaan 0.00 000 000 0.00 0.0
4.1.2.17.03] Terminal 100,955,000.00 052050000 340000 535000000 S
10w Rotrtus Tomgue Kusam Dackie 0.00 [ [ [ o
4.1.2.18.01 Retridusi Pelayanan Tempat Khusus Parkdr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
4.1.2.20 Retriusi Rumah Potong Hewan 100,000,000.00 5570,000.00 £500,000.00 T63.370,000.00 | 623
4.1.2.0.0 Retriusi Peltayanan Rumah Potong Hewan 100,000,000.00 $3,570,000.00 £,500,00000 102,370,000.00 1623
4.1.2.21 Retrbusi Pelayanan Kepelabuhan 15,600,000.00 5351,750.00 96,000.00 5,447,750.00 34
4.1.2.21.01 Retiusi Pelayanen Kepelabuhan 1000.00 53175000 3600000 SH77000 )
4.1.2.8 Retrus Penvetrangan & A 0.00] 000 000 0.00 0.0
4.1.2.3.00 Reribusi Petayanan Penyetrangan Orang 0.00} [ [ [ [
4.1.2.5 Retribusi Lan Mendrian Bangunan 1 0 118,912,500.00 10,115,775.00 129,028,275.00 128
4.1.2.2501 Retribusi Pemberian L2in Mendirikan Sangunan 105,000,000.00 TI8312.50000 WASTA® 135,028,275.00 2]
4.1.2.27 Retrbus Lzn [000.00 000 o0 0.00 0.00
4.1.2.701 Retribusi Lzin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan umum 000,000.00 000 0.00 000
4.1.2.3 Retbusi L1 Usaha Peranan 1,000,000.00 18.340,000.00 [ 18,346,000.00 CE
4.1.2.8.0 Ban 21,000,000.00 | 1834000000 [T 18,340,000 00 &3
13 Hasil Yang 4,794,752.297.54 0.00 54 1024
13w 4 001.00 AT T52297 A 5% 475235754 102
atas penyertaan Modal Pada BUMD (lembaga Keuangan)
4.1.3. @0 Bagian 4,679,706,001.00 4,794,752, 297 54 0.00 4,794,752,297 54 102.46
a1a Lain-Lain PAD yang Sah ©6,102,871,830.57 | 33,302,532,316.88 95,405 404,047 45 S680
s14@ Hast Penpuaian Peralatan dan Mesin 503,916,000.00 i3] [ S54905,18732 | 157
414002 Hash Perguaian Alat dan Angiatan 503,916,000.00 $72537, 95400 5% 572.857,954.00 1530
4.1.4.02.05 Hasll Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga 0.00] 206723332 [ 22,067,23332 00
4.1.4.18 3252 Gro Pads Kas Deerah 1,260,000,000.00 40521515 3057675169 805,985,570.88 &3
4.1.4.9.00 3353 Giro Pada Kas Daerah. 1,260,000,000.00 [ 779,408,219.15 30,576,751.69 '809,965,570.88 4.2
4.1.4.5 4,700,000,000.00 | 3.370,635,170.57 77622968 3,718,511,40025 7




Lampiran 5- Lanjutan

REALISAST

e

URAIAN LEBIN / (KURANG)

— BULAN LALY BULAN INI PERIODE INI ™
L Pendagetan Bunga atas Penerpitan Uarg Pemeriniah Doerah 4,700,000,000.00 3370,635,17057 SR8 3718,511,40025 » F81,488,599.75)|
4.1 Tuntutan Gant Kenugian Daerah terhacdap Bercanara 00 AT 1D 5368 7.59,063.00 4.731,669,889 85 10264 121,665,599.9)
4.1 Tuntutan Garts Kerugian Daerah terhadap Bendanara T 4,600,000,000.00 | - 131,885,505
a1 200,000,000.00 [y 71,900,132 81
a1 200,000,000.00 159 13281
4.1 Pendapatan Denda Retribusl Jasa Usaha 5,000,000.00 000 000,000.00
4.1 00 [ 0.000 60
4.1, Pendagatan Denda Retribusl Tempat Khusus Parkir 0.00) [ 55
a1 Tunjangan 19, 00 76
-4 149,476,078.00 | 2
4.1 Pendagatan BLUO 451,322,295.00 -
4.1 Pendagatan BLUD 451,322,295.00 16377
4.1 e O Kagtasd K8 puata PXTP 00 Y
4.1 Pendapatan Dana Kapkasi JXN pada FXTP 00 LX)
41 e 15,900,000.00 o 22,
PReS 15,000,000.00 000
a1 Pendagatan Zakat 12,170,076,312.00 0171
a1 Pendapatan Zakat 12,170,076,312.00 -

I I——
.2 Pendaptan Transter [ Liseaseasn | Torer
21 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1,123,570,576,615.00 | 0184
4210 Dana Transfer Umum- Dana Bags Hasil (D8H) 35,674,657,000.00 (AT
4.2.1.0000 DB Pajak Bumi dan Bangunan 5,907,628,000.00 3041
4.2.1.0002 D8 PPH Pasal 21 6,039,433,000.00 Fx
4.2.1.0003 D8 PP Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON 0.00 [
4.2.1.0104 DB Cuks Hasd Tersbakan (CHT) 73
4.2.1.0008 D8 Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 27,445,000.00 161.06. 06.00)
4.2.1.0006 DB Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 0.00 000 5,363,275.00)
4.2.1.0007 D8 Sumber . 15,460,000.00 o 9,494,435 00|
4.2.1.0008 X 10,060,611,663.00
4.2.1.00.09 Daya Aan ( 0.00) 000 19,112,746,530.00|
4.2.1.0010 D8M Sumber Ouye 0.00) 000 048910
4.2.1.0012 D8 Sumber 12,409,000.00 Ti4.065 1,744,847.00)
4.2.1.0013 D8 Sumber Daya Alam (SDA) Perianan 00 148 380,62,992.00)
s20.@ Dana Trarsfer Umum- Dana Alokass Uimam (DAU) 00 106,00 0.00)
4.2.1.0200 ) — 55
42100 'DAU Tarmbuhan Dukungan Perdanaan atas Kebijakan 0.00) [ (X
4.2.1.0.0¢0 o 0.00) 000 000 000 000 ()
Pegawas Permerintah dengan Perpangan Kera

4200 Dana Transfer Knusus-Dana Alokast Kusis, (DAK) Fisik 139,941,415,458.00 63,099,005,546.00 AOI10ATL00 137,060,009,817.00 79 (2881,405,641.00)|
4.2.1.0.0 DAK Fisih- Bxdang Pencicihan-Regules-PALD 453,430,000.00 315,706, 918,00 133,958,456.00 449,665,374.00 %1 0.764,626.00)|
2100 DAK Pl Bicang Pencicihan-Reguler SO 26,522,671,000.00 18,386,808,177.00 7737 835,00 36,14,756,506.00 £X) (397.914,494.00)

KODE
REKENING Meanae LEBIM / (KURANG)
4.2.2.0L03 Pendapatan Bags Hasil Pajak-Bahan 12,217,366,180.00
4.2.2.0104 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-Alr Permukaan
4.2.2.00.05 Pendapatan Bags Hasil Pajak Rokok
43 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
i Fendopsion theh oo
4300 Pendapatan Hibah darl Permeratah Pusat 506
4300000 Pendapatan Hibah darl Pemerintah Pusal
4.3.1.06 Pendapatan
4.3.1.06.00 Pencepatan
433 Lain-Lain pendapatan Sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan

4.3.3.00 Pendapatan Hibah Dana BOS 22,341,776,000.00
4.3.3.00.01 Pendapatan Hibeh Dana BOS 22,341,778,000.00

Moulabon, 31 DESEMBER 2021

KABUPATEN ACEN BARAT,

ZULYAD!, SE. Ak
Pembina Utama Muda
Nip.10720828 200112 1 002



Lampiran 6: Analisis Varians Pendapatan

70

Hasil Perhitungan Analisis Varians Pendapatan

Tahun 2017-2021

Tahu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Varians (%) | Kriteria
n Pendapatan (Rp)
2017 [1.422.813.210.350,69 [1.364.768.498.288,08 ((58.044.712.062,6) (95,92 | Kurang
Baik
2018 [1.272.036.731.259,90 [1.250.681.695.136,38 ((21.355.036.123,5) (98,32 | Kurang
Baik
2019 [1.425.410.708.131,00 [1.399.139.190.532,32 ((26.271.517.598,7) 98,15 | Kurang
Baik
2020 [1.319.983.684.574,00 [1.327.545.973.658,59 | 7.562.289.085,59 [100,5 | Baik
2021 [1.321.062.239.778,00 [1.340.506.333.454,01 [19.444.093.676  [101,4 | Baik
Lampiran 7: Analisis Varians Belanja
Hasil Perhitungan Analisis Varians Belanja
Tahun 2017-2021
Tahu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Varians Belanja | (%) |Kriteria
n (Rp)
2017 [1.464.801.068.660,89 [1.353.258.094.692,40 |(111.542.973.968) | 92,38 Baik
2018 [1.039.708.958.846,78 | 931.754.345.242,00 |(107.954.613.605) | 89,61 Baik
2019 [1.193.075.439.237,26 [1.052.106.351.389,69 ((140.969.087.848) | 88,18 | Baik
2020 [1.104.772.167.316,89 | 993.468.521.285,57 ((111.303.646.031) | 89,92 | Baik
2021 [1.421.161.267.425,91 [1.338.446.864.092,44 |(82.714.403.333) | 94,18 | Baik
Lampiran 8: Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Hasil Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan
Tahun 2017-2021
Tahun Realisasi Pertumbuhan Kriteria
Pendapatan (%)
2016 1.295.102.715.309, 55 - -
2017 1.364.768.498.288,08 5,38 Positif
2018 1.250.681.695.136,38 (8,36) Negatif
2019 1.399.139.190.532,32 7,07 Positif
2020 1.327.545.973.658,59 (0,86) Negatif
2021 1.340.506.333.454,01 0,98 Positif




Lampiran 9: Pertumbuhan Belanja

Hasil Perhitungan Pertumbuhan Belanja

Tahun 2017-2021

71

Tahun Realisasi Pertumbuhan Kriteria
Belanja (%0)

2016 1.329.720.164.897,00 - -
2017 1.353.258.094.692,40 17,70 Positif
2018 931.754.345.242,00 (31,14) Negatif
2019 1.052.106.351.389,69 12,91 Positif
2020 993.468.521.285,57 (5, 58) Negatif
2021 1.338.446.864.092,44 34,72 Positif




